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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
x 
 
x 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
xi 
 
xi 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...‟… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xii 
 
xii 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xiii 
 
xiii 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul 
at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiv 
 
xiv 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Ta‟khuz|una 
3. ؤنلا An-Nau‟u 
xv 
 
xv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil „a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Triyas Mei Linda, NIM 142111112, “IMPLEMENTASI FATWA DSN-
MUI NOMOR 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP 
SYARIAH DI RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN”. 
Prinsip syariah saat ini banyak digunakan dalam setiap bidang kehidupan 
manusia. Mulai dari perbankan syariah, pariwisata syariah, hotel syariah, dan 
bahkan baru-baru ini merambah ke rumah sakit. Hal tersebut membuat rumah 
sakit mendapatkan sertifikat syariah, bila kegiatan operasionalnya sudah 
menggunakan prinsip syariah sesuai standar yang digunakan. RS Islam Klaten 
merupakan rumah sakit Islam yang didirikan oleh perkumpulan jamaah haji 
dengan Tipe B dan akreditasi paripurna, yang mana pelayanan dan menajemennya 
menerapkan prinsip Islam, namun belum mendapatkan sertifikat syariah dari 
MUI.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan dan manajemen di 
RS Islam Klaten dan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No. 
107/DSN-MUI/X/2016 di RS Islam Klaten. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dari wawancara 
langsung dengan divisi Sumber Daya Manusia dan Komite Syariah di RS Islam 
Klaten. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis dengan pendekatan 
induktif. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN 
MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di RS Islam Klaten telah terdapat ketentuan-
ketentuan dalam fatwa yaitu ketentuan akad; ketentuan pelayanan; ketentuan obat-
obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan; dan ketentuan 
penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit. Selain itu, 
terdapat 51 poin indikator rumah sakit syariah, 49 poin indikator sudah sesuai. 
Hanya saja 2 poin indikator kurang sesuai, dikarenakan masih ada lembaga 
keuangan konvensional (poin nomor 27) dan pelayanan jenazah karena belum ada 
pelayanan pengawetan jenazah (poin nomor 16). 
 
Kata kunci: rumah sakit, rumah sakit syariah, fatwa DSN MUI. 
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ABSTRACT 
Triyas Mei Linda, SRN 142111112, “THE IMPLEMENTATION OF 
DSN MUI FATWA NO. 107/DSN-MUI/X/2016 ABOUT GUIDELINES FOR 
HOSPITAL MANAGEMENT BASED ON SHARIA PRINCIPLES AT 
KLATEN ISLAMIC HOSPITAL” 
 
Sharia principles are currently widely used in every area of human life. 
Starting from banking, tourism, hotels, and even recently it has spread to 
hospitals. It makes some hospitals obtain a sharia certificate if its operational 
activities apply sharia principles according to the standards. Klaten Islamic 
Hospital which is established by a group of pilgrims is categorized as Type B and 
has plenary accreditation. The hospital services and management apply Islamic 
principles, but have not received a sharia certificate from the MUI yet.  
 
This research was conducted to find out how the implementation of the 
DSN MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 at Klaten Islamic Hospital and also 
to determine the hospital service and management. By employing qualitative 
method, this research used primary data sources from direct interviews with the 
Human Resources Division and Sharia Committee of the Klaten Islamic Hospital. 
Then, the data was analyzed with inductive approach. 
 
The results of this research indicate that the DSN MUI Fatwa No. 
107/DSN-MUI/X/2016 at the Klaten Islamic Hospital there are provisions in a 
fatwa, namely the provisions of the contract; service provisions; the provisions of 
medicines, food, beverages, cosmetics, and use goods; and provisions for the 
placement, use and development of hospital funds. Moreover, 49 out of 51 
indicators of sharia hospitals are appropriate. Only 2 indicators that are not yet 
appropriate are caused by the existence of conventional financial institutions 
(poin number 27) and there is no preservation service for corpe (point number 
16). 
 
Keywords: hospital, sharia hospital, DSN MUI Fatwa.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. 
Hal ini, membuat syariah Islam banyak digunakan di Negara Indonesia. Kata 
syara‟ secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa ditempuh air, maksudnya 
adalah jalan Allah yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Syari‟ah 
Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi 
kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan, dan panduan bagi 
kehidupan manusia, syari‟ah Islam juga sebagai kunci penyelesaian 
kehidupan di dunia dan di akhirat.
1
 Adapun pengertian lain mengenai 
syari‟ah adalah aturan-aturan yang terkait dengan pergaulan antara manusia 
dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bentuk kebijakan hukum, 
politik, sosial, ekonomi, dan lainnya.
2
 
Syari‟at, din, dan millah memiliki arti yang sama, yaitu hukum-hukum 
yang disyari‟atkan Allah untuk hamba-hamba-Nya. Hukum-hukum itu 
disebut karena terdapat aspek kejelasan, pembuatnya, dan konsistensinya. 
Adapun disebut din karena menjadi sarana untuk patuh dan beribadah kapada 
Allah. Sedang, millah yaitu karena didektekan untuk manusia. Jadi, syari‟ah 
adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang 
                                                          
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses pada tanggal 3 Mei 2018. 
2
Mahathir Muhammad Iqbal, Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia, 
Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, (Surakarta), Vol. 2, Nomor 1, 2017, hlm. 12. 
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berasal dari Allah SWT dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 
untuk disampaikan kepada umat manusia.
3
 Hal itu menjadi sebuah prinsip 
bagi umat Islam yang disebut prinsip syariah. 
Menggunakan prinsip syariah merupakan suatu kewajiban bagi setiap 
muslim dalam setiap bidang kehidupan. Hal tersebut terdapat dalam Al-
Qur‟an Surat Jasiyah ayat 18, yaitu: 
                                  
Artinya:  
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
4
 
 
Prinsip syariah saat ini banyak diterapkan dalam bidang kehidupan 
manusia. Diantara bidang-bidang kehidupan tersebut yaitu bidang perbankan, 
bidang pariwisata, bidang perhotelan, dan bidang kesehatan. Salah satunya 
bidang kesehatan, prinsip syariah sedikit demi sedikit mulai diterapkan dalam 
manajemen dan pelayanan rumah sakit. Hal tersebut mulai diatur dalam 
sebuah fatwa. 
Fatwa adalah pendapat para ulama atau mufti sebagai jawaban atas 
pertanyaan yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Seiring 
berkembangnya zaman, maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga 
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Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari‟at, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 44-
45.  
4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Terjemah Perkata (Asbabun Nuzul 
dan Tafsir Bil Hadis), (Bandung: Semesta Al-Qur‟an, 2013), hlm. 500.  
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akan semakin berkembang. Saat ini ada dua bidang fatwa yang memiliki 
dampak luas di dalam masyarakat yaitu bidang produk makanan halal dan 
bidang ekonomi syariah.
5
 Di bidang ekonomi syariah, MUI mengeluarkan 
fatwa non perbankan salah satunya mengenai ke-syariah-an rumah sakit. 
MUI mengeluarkan sebuah Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip 
Syariah. Dalam fatwa tersebut berbicara diantaranya mengenai akad, 
manajemen, dan pelayanan rumah sakit. Ada beberapa ketentuan-ketentuan 
yang harus dipenuhi agar rumah sakit dapat menjadi rumah sakit berprinsip 
syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam 
fatwa MUI. 
Menurut Yunahar Ilyas (Wakil Ketua MUI Pusat), bahwa rumah sakit 
yang ingin memenuhi atau menyelenggarakan rumah sakit dengan standar 
syariah, maka rumah sakit tersebut harus ada Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Beliau pun menambahkan bahwa yang terpenting untuk menjadi 
rumah sakit syariah, maka harus mengacu pada hukum Islam fiqh muamalah. 
Hal tersebut guna untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 
rumah sakit agar bisa sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, menurut 
Sagiran (penggagas standar Rumah Sakit Syariah), bahwa pentingnya 
                                                          
5
 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum 
Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 
63-64.  
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sertifikat syariah harus mendasar pada lima kaidah yaitu memelihara agama, 
menjaga jiwa, memelihara akal, harta, dan keturunan.
6
 
Adapun di Indonesia, rumah sakit yang sudah berprinsip syariah dan 
telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI. Ada dua rumah sakit di 
Indonesia yang telah mendapat sertifikat syariah dari MUI yaitu Rumah Sakit 
Noor Hidayah Yogjakarta dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, 
yang mana menurut Sagiran bahwa dua rumah sakit tersebut menjadi pilot 
projek sertifikasi Rumah Sakit Syariah di tahun 2015. Beliau juga 
mengatakan bahwa akan lebih mudah mendapat sertifikat syariah tersebut, 
apabila rumah sakit telah mendapat akreditasi dari KARS (Komite Akreditasi 
Rumah Sakit).
7
 
Diperkirakan terdapat 30 rumah sakit Islam yang akan mendapat 
sertifikat syariah dari MUI tahun 2018 ini. Untuk bulan April 2018 ini, sudah 
ada 10 rumah sakit Islam yang mendapat sertifikat syariah dari MUI, diantara 
rumah sakit-rumah sakit tersebut yaitu Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, 
Rumah Sakit Islam Malang, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, 
Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta, Rumah Sakit Haji Jakarta, Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, 
                                                          
6Nurjamal,”Ini Kata MUI Tetang Prinsip Penyelenggaraan Rumah Sakit”, dikutip dari 
http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/04/12/3794/ini-kata-mui-tentang-prinsip-
penyelenggaraan-rumah-sakit-syariah.html, diakses pada tanggal 15 Mei 2018, jam 19.30. 
7Nurjamal,”Ini Kata MUI …., diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 20.00. 
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Rumah Sakit Arrahmah Tangerang, Rumah Sakit Islam Jakarta, dan Rumah 
Sakit Islam Muhammadiyah Lamongan.
8
 
Dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa banyak rumah sakit-
rumah sakit berdiri dengan nuansa Islam, akan tetapi belum menerapkan 
prinsip Islam (syariah) dalam manajemen dan pelayanannya. Dari data rumah 
sakit Islam yang sudah mendapat sertifikat syariah dari MUI, disamping itu 
ada banyak rumah sakit Islam yang belum terakreditasi syariah dari MUI. 
Salah satu rumah sakit Islam tersebut yaitu Rumah Sakit Islam Klaten Jawa 
Tengah.     
Rumah Sakit Islam Klaten Jawa Tengah merupakan salah satu rumah 
sakit Islam yang belum mendapat sertifikat syariah dari MUI. Di Rumah 
Sakit Islam Klaten, tahun ini baru berbenah diri untuk di tahun kemudian agar 
menjadi rumah sakit syariah dan mendapat sertifikat syariah dari MUI. Tahun 
2019 mereka menargetkan akan mengembangkan ke rumah sakit syariah.
9
 
Rumah Sakit Islam Klaten diresmikan pada tanggal 8 Januari 1998 oleh 
dr.RH. Soewardjono Soejaningrat selaku Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia pada saat itu. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit milik 
swasta yang didirikan oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten. Rumah Sakit Islam 
Klaten adalah rumah sakit terbesar dan terluas kedua setelah Rumah Sakit 
                                                          
8
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/08/p3u3e4415-10-
rumah-sakit-akan-mendapatkan-sertifikasi-syariah, diakses pada tanggal 24 September 2018, 
pukul 18.30 WIB. 
9
Wahyu Budi Jatmiko, Bagian Diklat Rumah Sakit Islam Klaten, Wawancara Pribadi, 24 
April 2018, jam 10.47-12.30 WIB. 
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Umum Pusat Tegalyoso yang sekarang berganti nama menjadi RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten.
10
 Selanjutnya, Rumah Sakit Islam Klaten kini 
telah berkembang menjadi Rumah Sakit Tipe B dengan jumlah tempat tidur 
lebih dari 200 TT. Penambahan tersebut diiringi dengan peningkatan mutu, 
fasilitas yang lebih modern, dan pelayanan kepada masyarakat.
11
 
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan 
Prinsip Syariah di rumah sakit yang belum mendapat sertifikat syariah dari 
MUI. Untuk itu, penulis hendak tertarik menulis skripsi dengan judul 
“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
Di RS Islam Klaten Jawa Tengah”.     
 
 
 
 
                                                          
10Djangkaru Bumi, “Rumah Sakit Islam Klaten”, 
https://www.djangkarubumi.com/2015/11/rumah-sakit-islam-klaten.html, diakses pada tanggal 30 
Juli 2018 pukul 13.30 WIB. 
11
http://www.rsislamklaten.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156:
operasi-katarak-gratis&catid=1:eventnews&Itemid=29, diakses pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 
13.49 WIB.  
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip 
Syariah di RS Islam Klaten? 
2. Apakah penerapan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
sudah sesuai dengan penerapan di RS Islam Klaten? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip 
Syariah di RS Islam Klaten. 
2. Untuk mengetahui apakah penerapan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah sudah sesuai dengan penerapan di RS Islam 
Klaten. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoristis 
8 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ke-Islaman bagi mahasiswa, 
khususnya, hukum ekonomi Islam tentang rumah sakit syariah. 
2. Secara Praktis  
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada 
umumnya dan bermanfaat bagi praktisi-praktisi yang berkecimpung di 
rumah sakit yang mendasarkan prinsip syariah. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pokok 
permasalahan yang dibahas bagi para pembaca dan dapat menjadi 
referensi bagi para pembaca dengan permasalahan yang sejenis. 
E. Kerangka Teori 
1. Teori tentang Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
Dalam fatwa tersebut ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi 
oleh rumah sakit agar mendapat sertifikat dan bisa disebut dengan rumah 
sakit syariah. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:
12
 
a. Ketentuan terkait Akad 
Bahwa di rumah sakit syariah harus memenuhi akad-akad yaitu 
1. Akad Ija>rah yaitu akad antara rumah sakit dengan tenaga 
kesehatan, rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan pemasok 
alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium. 
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 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016, hlm. 12-14. 
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2. Akad Ija>rah muntahiyah bi al-tamlik yaitu akad antara rumah sakit 
dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat 
laboratorium. 
3. Akad bai‟ yaitu akad antara akad antara rumah sakit dengan 
pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat 
laboratorium, rumah sakit dengan pemasok obat 
4. Akad mudha>rabah yaitu akad antara akad antara rumah sakit 
dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat 
laboratorium. 
5. Akad musya>rakah mutanaqishah yaitu akad antara akad antara 
rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan 
pemasok alat laboratorium. 
6. Akad waka>lah bi al-ujrah yaitu akad antara rumah sakit dengan 
pemasok obat. 
b. Ketentuan terkait pelayanan di rumah sakit syariah 
1. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak  
2. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis 
(PPK), clinical pathway dan/atau standar pelayanan yang berlaku. 
3. Mengedepankan aspek kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan 
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. 
4. Berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, 
serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
transparan dan berkualitas. 
10 
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5. Mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat 
perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. 
6. Memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang 
sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 
7. Pasien dan penanggungjawab pasien wajib mematuhi semua 
peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. 
8. Rumah sakit, pasien, dan penggungjawab pasien wajib mewujudkan 
akhlak karimah. 
9. Menghindarkan diri dari perbuata maksiat, risywat, zhulm, dan hal-
hal yang bertentangan dengan syariah. 
10. Memiliki Dewan Pengawas Syariah. 
11. Mengikut dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait 
dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. 
12. Memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan 
pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan 
salat bagi yang sakit). 
13. Memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. 
c. Ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, 
kosmetika, dan barang gunaan, yaitu:  
Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, 
minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat 
sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); bila obat yang 
digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh 
11 
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menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram; dalam 
kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur 
haram wajib melakukan prosedur informed consent. 
d. Ketentuan terkait penempatan, peggunaan, dan pengembangan dana 
rumah sakit 
Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya 
penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga 
pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; pengelolaan 
portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai degan prinsip-
prinsip syariah; tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha 
dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah; dan memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, 
dan wakaf.  
2. Teori tentang Rumah Sakit Syariah 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
340/MENKES/PER/III/2010, adalah: “Rumah sakit adalah institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat.” Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 120/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan 
Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa: “Rumah sakit merupakan 
sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang 
12 
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sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan 
terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.”13 
Rumah sakit memiliki 3 kelompok pelayanan kesehatan, diantaranya: 
a. Pelayanan rawat inap, yaitu pelayanan yang diberikan rumah sakit apabila 
pasien memerlukan penanganan yang cermat dan proses lama, maka 
diperlukan tempat tiggal sementara agar pasien dapat disembuhkan. 
Sehingga, pihak rumah sakit menyediakan pelayanan ini untuk pasien yang 
harus tinggal dan dirawat di rumah sakit. 
b. Pelayanan rawat jalan, yaitu pelayanan di rumah sakit yang mana pasien 
tidak harus tinggal di rumah sakit. Untuk kondisi yang memungkinkan 
pasien bisa dirawat dirumah sendiri, maka rumah sakit hanya sebagai 
tempat untuk pemeriksaan dan pengobatan. 
c. Pelayanan darurat, yaitu pelayanan di rumah sakit yang mana pasien 
datang dengan kondisi yang mendesak, misalkan karena bencana alam, 
kecelakaan, atau serangan penyakit tertentu yang mendesak. Untuk itu 
rumah sakit harus siap siaga sepanjang waktu.  
Selain pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit, adapun 
pelayanan dasar yang diberikan rumah sakit yaitu:
 14
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http://smartplusconsulting.com/2013/09/pengertian-rumah-sakit-menurut-keputusan-
menteri-kesehatan-ri/, diakses tanggal 18 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. 
14Eduardus Danang Tri Umbara, “Rumah Sakit Hewan di Yogyakarta”, Skripsi, Jurusan 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 8-10.   
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1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang mencakup urusan 
kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggan, logistik, dan mencakup tata 
usaha pasien seperti administrasi, rujukan, serta pengeluaran pasien. 
2. Pelayanan medis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh staff medis rumah 
sakit, seperti dari tenaga dokter, perawat, dan suster. Staf medis ini juga 
terorganisis melalui komite yang tugas utamanya memberikan nasehat dan 
mendisiplinkan para anggotanya.  
3. Pelayanan penunjang medis, yaitu seperti labolatorium klinik, radiologi, 
farmasi, dan gizi. 
4. Pelayanan keperawatan, yaitu pelayanan yang memberikan perawatan 
pada pasien secara komprehensif, aman, dan efektif ditunjang dengan 
organisasi yang baik. 
Selain pelayanan, dalam suatu rumah sakit juga harus ada manajemen 
yang mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan agar rumah sakit sesuai 
dengan arah tujuannya. Manajemen dalam rumah sakit meliputi:  
e. Manajemen organisasi, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengendalian terhadap semua sumber daya termasuk manusia untuk 
mencapai tujuan sebuah perusahaan atau instansi.
15
    
f. Manajemen modal insani atau manajemen sumber daya manusia, yaitu 
rangkaian kegiatan organisasi yang diarahkan untuk mengembangkan, 
menarik, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif.
16
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 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen terj. G. A. Ticoalu, 
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 82. 
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g. Manajemen akuntansi dan keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, analisis, 
dan pengendalian keuangan serta akuntansi dalam perusahaan atau instansi 
untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.
17
   
h. Manajemen pemasaran, yaitu proses menganalisis, menrencanakan, 
mengkoordinasi, dan mengendalikan program-program terkait dengan 
pengkonsepan, harga, promosi, dan distribusi produk, jasa, dan gagasan 
yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara keuntungan dengan 
pasar untuk mencapai tujuan perusahaan.
18
  
i. Manajemen fasilitas, yaitu suatu kegiatan menata, mulai dari perencanaan 
sampai dengan penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan 
yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
19
 
j. Manajemen mutu, yaitu suatu proses perencanaan strategi dalam 
perusahaan agar pelanggan mendapat tingkat kepuasan yang sempurna 
sesuai yang diharapkan. Fokus daripada manajemen mutu yaitu tingkat 
kepuasan pelanggan.
20
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 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2016), hlm. 1. 
17
 Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: 
Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 4. 
18
 Harper W. Boyd, Jr, dkk, Manajemen Pemasaran (Suatu Pendekatan Strategis dengan 
Orientasi Global), (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 18. 
19
 https://www.slideshare.net/sinuraeni/manajemen-fasilitas, diakses tanggal 6 November 
2018, pukul 13.45 WIB. 
20
 Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Model Pengembangan Teori 
dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4. 
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Selanjutnya, perkembangan rumah sakit yang berlebel syariah 
memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menginginkan 
pelayanan kesehatan dengan nilai dan spirit yang baik demi tercapainya rasa 
nyaman, aman, dan tentram selaras dengan nilai-nilai yang diyakini 
masyarakat. Akhirnya muncul rumah sakit yang disebut rumah sakit syariah. 
Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktifitasnya berdasar 
pada maqasid al-syariah al-Islamiyah.
21
 Berawal dari munculnya lembaga 
keuangan yang berbasis syariah, keinginan kaum muslim untuk bertransaksi 
secara halalpun membuat hampir seluruh bidang kehidupan diserapi nilai-
nilai Islami, termasuk rumah sakit. Akan tetapi, dengan keadaan yang saat ini 
masih awal-awal muncul rumah sakit syariah, maka perlu banyak 
penyempurnaan konsep syariah agar mendapat pelayanan kesehatan yang 
bermutu dan aman.  
Diperlukan standar atau acuan agar rumah sakit mendapat predikat 
syariah dan sertifikat syariah. Dalam penyusunan standar sertifikasi rumah 
sakit syariah, mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah 
Sakit (KARS) yang mana standar dari KARS ditambah unsur syariah. Konsep 
Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dari KARS menjadi dasar 
penyusunan dari Sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Hal-hal yang bersifat 
normatif dan tidak mengandung nilai syariah dalam standard dan 
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Rifaldi Majid, Standard dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah, 
http://www.mukisi.com/artikel/item/293-standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah, diakses pada 
tanggal 24 juni 2018 pukul 20.04 WIB. 
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implementasinya, maka tidak dimasukkan dalam standar sertifikasi rumah 
sakit syariah.  
Menurut Ketua Satu Pengurus Pusat Majelis Upaya Kesehatan Islam 
Seluruh Indonesia (MUKISI) setidaknya ada delapan standar pelayanan 
dalam rumah sakit syariah, diantaranya: 
1. Membaca Basma>llah sebelum melakukan sesuatu (misalnya, menyuntik) 
dan meminum obat, begitu sebaliknya pasien juga harus membaca 
Basma>llah sebelum melakukan hal tersebut. 
2. Apabila memasang alat seperti electrocardiograms (ECG) di wilayah dada 
maka harus dilakukan oleh gender yang sejenis. 
3. Harus ada pendidikan keislaman dan kerohanian pada pasien agar bisa 
menerima dan memandang bahwa sakit merupakan ujian dari Allah 
SWT. 
4. Jadwal melakukan operasi tidak boleh bersamaan dengan waktu salat, 
kecuali ada unsur keterpaksaan dan mendesak.  
5. Pemberian pendidikan kepada pasien perempuan muslim yang tidak 
berhijab agar mereka memakai hijab, juga memberinya pakaian dan hijab 
untuk pakaian sakit. 
6. Disediakan pakaian penutup aurat untuk ibu menyusui. 
7. Harus menjaga aurat di kamar operasi. Misalnya, yang dioperasi hanya 
bagian tangan namun bagian tubuh lain juga di buka. 
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8. Menjaga khalwat yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram 
berada di satu ruangan dan menjaga ikhtilat yaitu beberapa laki-laki dan 
perempuan berkumpul di satu tempat yang bukan mahramnya. 
Selain delapan standar rumah sakit syariah di atas, ada standar lain 
untuk rumah sakit syariah yaitu bahwa ruang rawat inap untuk laki-laki dan 
perempuan dipisahkan. Adapun perawat perempuan di rumah sakit syariah 
harus berhijab.
22
 
 
F. Tinjauan Pustaka  
Sebelum melakukan penelitian, penulis sebelumnya melakukan kajian 
terhadap pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 
dengan topik yang akan diteliti, terdapat beberapa karya tulis terkait dengan 
pelaksanaan dan penerapan fatwa di rumah sakit Islam, diantaranya: 
Skripsi karya saudari Nanik Puspitasari yang berjudul “Implementasi 
Fatwa No.107/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Penyelengaraan Rumah 
Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Rumah Sakit Islam At-Taqwa 
Gumawang Kecamatan Belitung Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan)”. 
Skripsi ini memfokuskan pada pelayanan dan pengelolaan yang ada di RSI 
At-Taqwa belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan 
                                                          
22Fuji E Permana, Red. Ani Nursalikah, “Ini Delapan Standar Pelayanan Rumah Sakit 
Syariah”, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/10/p6ynqt366-ini-
delapan-standar-pelayanan-rumah-sakit-syariah, diakses tanggal 27 Mei 2018. 
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Prinsip Syariah. Penelitian skripsi ini mempunyai persamaan dengan 
penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama mengimplementasikan fatwa 
MUI No. 107 tahun 2016, akan tetapi terdapat pebedaan dengan penelitian 
yang saya lakukan yaitu penelitian yang dilakukan saudari Nanik Puspitasari 
hanya berada di rumah sakit Islam At-Taqwa, sedangkan penelitian yang saya 
lakukan berada di rumah sakit Islam yang belum mendapat sertifikat syariah 
dari MUI yaitu RS Islam Klaten.
23
 
Skripsi karya saudari Ferysa Rochmaningtyas yang berjudul 
“Pengendalian Sistem Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Islam Klaten”. 
Skripsi ini memfokuskan bahwa pengendalian sistem pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit Islam Klaten sudah baik, tinggi, dan penyimpangan yang terjadi 
dapat diperbaiki. Lalu, dalam pemecahan masalah, para karyawan ikut terlibat 
agar tujuan yang direncanakan Rumah Sakit Islam Klaten dapat terwujud. 
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai pelaksanaan 
fatwa MUI No 107 tentang Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Islam 
Klaten di bagian manajemen dan pelayanan rumah sakit, di rumah sakit yang 
belum mendapat sertifikat syariah dari MUI.
24
 
Skripsi karya Agung Kurniawan yang berjudul “Perancangan Sistem 
Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Islam Klaten”. Skripsi ini 
                                                          
23Nanik Puspitasari, “Implementasi Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”, Skripsi, diterbitkan, Jurusan 
Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 81-83. 
24
 Ferysa Rochmaningtyas, “Pengendalian Sistem Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 
Islam Klaten”, Skripsi, diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 59-60. 
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memfokuskan pada identifikasi terhadap kebutuhan petugas rekam medis 
pada sistem informasi dan membuat desain sistem informasi. Sedangkan, 
penelitian yang saya ambil yaitu mengenai pengimplementasian fatwa MUI 
No 107 MUI di RS Islam Klaten. Persamaan skripsinya yaitu pada tempat 
penelitian, sama-sama di RS Islam Klaten.
25
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), termasuk penelitian kualitatif yaitu peneliti berangkat ke 
lapangan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap fenomena dari 
suatu keadaan guna mengumpulkan data yang diteliti dari tempat 
kejadian.
26
 Penelitian ini dilakukan di RS Islam Klaten. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Yaitu data atau bahan yang diperoleh dari orang yang ada langsung di 
kejadian, sehingga dapat menjadi saksi
27
, seperti menggunakan 
dokumen, data pasien, serta bentuk laporan dari RS Islam Klaten.  
                                                          
25Agung Kurniawan, “Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Islam 
Klaten”, Skripsi, diterbitkan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. ii.  
26
Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm. 26. 
27
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 64. 
20 
 
20 
 
b. Data Sekunder  
Yaitu sumber bahan yang berasal dari berbagai bahan kajian, literatur 
baik buku, jurnal ilmiah, artikel yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti.
28
 Bahan data penelitian ini yaitu tentang rumah sakit 
syariah. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Islam Klaten dengan 
alamat Jl. Klaten – Solo KM. 04, Sidorejo, Belang Wetan, Klaten Utara, 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan berhadapan secara 
langsung dengan narasumber, dapat juga memberikan daftar pertanyaan 
dahulu lalu dijawab di kesempatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti 
mewawancarai pihak-pihak rumah sakit diantaranya komite syariah 
rumah sakit, salah satu divisi rumah sakit, dan salah satu pasien di RS 
Islam Klaten.   
b. Dokumentasi 
Yaitu sejumlah fakta dan data yang tersimpan berbentuk surat, catatan 
harian, laporan, foto, buku, dokumen pemerintah atau swasta, data di 
serve dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.
29
 Setelah data 
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 Ibid,. 
29
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141. 
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terkumpul maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistemasis, lalu 
didiskripsikan sesuai masalah yang diteliti. 
c. Observasi 
Yaitu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
objek penelitian.
30
 Peneliti mengamati kondisi dan keadaan yang ada di 
RS Islam Klaten sesuai dengan objek penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan hasil dari 
wawancara dan dokumentasi tersebut selanjutnya dianalisis dari berbagai 
data dan bahan yang didapatkan, buku-buku yang terkait dengan rumah 
sakit syariah menggunakan analisis induktif. Analisis pendekatan induktif 
yaitu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi 
dan dikumpulkan terlebih dahulu.
31
 
 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan, Manfaat Umum, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, meliputi Teori mengenai fatwa DSN MUI, 
Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
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 Ibid., hlm. 140. 
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Ibid., hlm. 17. 
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Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Teori mengenai Rumah Sakit 
Syariah. 
BAB III Deskripsi Data Lapangan, meliputi Gambaran Umum 
mengenai RSI Klaten antara lain sejarah, falsafah, visi misi, keyakinan, nilai 
dasar, dan struktur organisasi, pelayanan, manajemen, produk. alur pasien, 
hak, kewajiban, tata tertib di RS Islam Klaten. 
BAB IV Analisis Hasil Penelitian, meliputi Analisis Pelaksanaan 
Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di RS Islam 
Klaten, dan KESESUAIAN ANTARA fatwa DSN MUI No 107 tahun 2016 
dengan implementasinya di RS Islam Klaten 
BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 
KAJIAN UMUM FATWA DSN-MUI, FATWA DSN-MUI NO. 107 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT 
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DAN RUMAH SAKIT SYARIAH 
 
A. Fatwa DSN-MUI 
 
1. Pengertian Fatwa 
Saat ini, ekonomi Islam banyak diterapkan di negara Indonesia yang 
mayoritas penduduknya muslim. Untuk mengatur kegiatan ekonomi yang 
bernuansa Islam, maka dikeluarkanlah sebuah fatwa demi menjaga nilai-nilai 
Islam didalamnya. Fatwa, dalam bahasa Arab berarti pernyataan hukum 
mengenai masalah yang timbul bagi yang ingin mengetahui. Secara umum, 
pengertian fatwa yaitu menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan 
dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Disebut mustafti yaitu orang 
yang menanyakan fatwa, sedangkan mufti yaitu orang yang dimintakan untuk 
memberikan fatwa. Landasan syariah mengeluarkan fatwa yaitu:
 32
 
a. Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 176 
             …    
Artinya: “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah. 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu.”33 
 
b. Sunnah  
 ُهَاتَْفا ِنَم َىلَع ُهَْمثِا اَمَّنَِاف ٍَتَبث َريَغ َاَيَتِفب َىتْفا ْنَم 
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 DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional 
MUI”, (Jakarta: Erlangga), hlm. 8. 
33
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Terjemah Perkata (Asbabun 
Nuzul dan Tafsir Bil Hadis), (Bandung: Semesta Al-Qur‟an, 2013), hlm. 106. 
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Artinya: “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian 
(sumbernya), maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang 
memberi fatwa.” 
 
2. Pengertian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) 
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah suatu dewan yang dibentuk 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menangani masalah-masalah yang 
berkaitan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
34
 DSN 
merupakan bagian dari MUI yang bertugas untuk menumbuhkembangkan 
penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya 
dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk perbankan, asuransi, 
reksadana, pegadaian, dan pasar modal yang bernuansa syariah. Dalam 
kinerja DSN MUI terdapat badan pelaksana harian yang melaksanakan tugas 
sehari-hari DSN. Setelah itu, DSN membentuk Dewan Pengawas Syariah 
untuk mengawasi keputusan DSN.
35
  
DSN merupakan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan 
untuk mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan 
syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga 
yang menerapkannya di Indonesia. Jumlah fatwa DSN-MUI hingga Februari 
2017 sebanyak 109 fatwa, yang terdiri dari fatwa bidang perbankan 27 buah, 
bidang IKNB 10 buah, bidang Pasar Modal 16 buah, bidang bisnis 7 buah, 
dan fatwa yang bersifat general sebanyak 45 buah. Sampai tahun 2018 fatwa 
yang dikeluarkan sebanyak 125 buah fatwa. 
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 DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional 
MUI”, (Jakarta: Erlangga), hlm. 4. 
35
 http://www.wartamadrasahku.com/2017/05/pengertian-dewan-syariah-
nasional.html, diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 12.18. 
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Disamping itu, DSN MUI memiliki tugas yaitu 
menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa 
atas kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan 
syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan. Selain tugas 
DSN, DSN juga memiliki wewenang yaitu:
36
 
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan 
menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi peraturan yang 
dikeluarkan pihak berwenang, seperti Bank Indonesia. 
3. Memberi atau mencabut rekomendasi naman-nama yang duduk sebagai 
anggota DPS pada LKS. 
4. Mengundang para ahli untuk membahas persoalan perekonomian syariah, 
termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
5. Memberikan peringatan pada LKS untuk menghentikan penyimpangan 
dari fatwa yang dikeluarkan DSN. 
6. Mengusulkan pada instansi yang berwenang guna mengambil tindakan bila 
peringatan tidak diindahkan.  
3. Kekuatan Hukum Fatwa  
Hukum Islam (syariah) saat ini banyak berkembang di tengah-tengah 
masyarakat, untuk itu guna merespon hal tersebut MUI melalui DSN telah 
banyak mengeluarkan fatwa. Fatwa DSN MUI merupakan keputusan atau 
pendapat terhadap masalah hukum yang muncul di kehidupan manusia, 
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meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegaknya tidak boleh menggunakan 
aparatur negara seperti kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan 
dengan cara-cara memaksa kehendak, kecuali jika materi fatwa MUI telah 
diadopsi dalam bentuk peraturan berupa undang-undang atau peraturan 
daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas pendapat 
semata, tidak ada sifak mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat 
bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, 
apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak 
pidana.  
Kedudukan fatwa MUI merupakan sebagai hukum aspiratif yang 
mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi yang mengamalkannya, 
namun fatwa tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok yang beda 
pendapat dengan fatwa MUI. Letak fatwa MUI hanya dapat disetarakan 
dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Hanya para ulama dan 
cendikiawan muslim yang punya lebih kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. 
Kedudukan fatwa dalam umat Islam tidak mengikat secara hukum, namun 
bersifat mengikat secara agama semata, sehingga tidak ada peluang bagi 
seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan pada dalil atau 
nash yang syariah dan valid.
37
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B. Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
1. Latar Belakang Fatwa MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
Akhir-akhir ini, semakin banyak terdengar label syariah dalam 
berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia yang myoritas muslim, 
merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi secara Islami. Hal tersebut 
muncul dengan adanya fenomena bank syariah yang menjadi produk 
pilihan masyarakat muslim. Munculnya bank syariah, membuat pelaku 
bisnis untuk menjadikan produk dan jasanya dibuat atau diusahakan sesuai 
dengan kaidah Islam.  
Hal tersebut membuat para pelaku bisnis, misalnya industri 
makanan harus mendapat label atau sertifikat halal dari MUI. Kini telah 
banyak konsep syariah digunakan dalam bidang kehidupan. Selain dalam 
produk makanan atau minuman, perbankan, perhotelan, pariwisata, dan 
ojek syariah. Beberapa fenomena syariah tersebut membuat Majelis Syuro 
Upaya Kesehatan Islami (MUKISI) membuat rekomendasi kepada Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan standar nilai syariah pada 
sebuah rumah sakit (RS).
38
 
2. Ketentuan Umum dalam Fatwa Rumah Sakit Syariah 
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Dalam Fatwa DSN MUI No.107/DSN MUI/X/2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
memiliki ketentuan umum yaitu:
39
 
a. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 
b. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
c. Pemasok alat kesehatan adalah pemasok instrument, apparatus, mesin 
dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk 
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, 
merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  
d. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, 
untuk manusia. 
e. Pemasok obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat. 
f. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah, 
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  
g. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah 
sakit. 
h. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain yang 
menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara 
financial terkait pengobatan pasien. 
i. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan, atau 
melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. 
j. Akad ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. 
k. Akad ija>rah muntahiyyah bit tamlik adalah perjanjian sewa 
menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda 
yang di sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. 
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l. Akad ba‟i (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang 
menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. 
m. Akad mudha>rabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua 
pihak, dimana pihak pertama (malik, shahibul mal) menyediakan 
seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (amil, 
mudharib) dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai 
nisbah yang disepakati. 
n. Akad musya>rakah muntanaqisah adalah akad musya>rakah  atau 
syirkah  yang kepemilikan aset (barang) atau barang salah satu pihak  
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak 
lainnya. 
o. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad pemberian kuasa dengan 
imbalan (upah). 
p. Informed consent (persetujuan tindakan medis) adalah persetujuan 
yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat 
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan 
dilakukan terhadap pasien. 
q. Panduan Praktis Klinik (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti 
Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang- Undang Praktik  
Kedokteran. 
r. Clinical pathway (alur klinik) adalah jalur yang menunjukkan detail 
tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil yang 
diharapkan. 
 
3. Ketentuan terkait Akad di Rumah Sakit Syariah 
Ada beberapa ketentuan terkait akad dalam Fatwa DSN MUI 
No.107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebelumnya, terdapat landasan normatif 
dalam penyelenggaraan akad-akad tersebut yaitu: Al-Qur‟an Surah Al-
Maidah ayat 1: 
               … 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”40 
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Dari ayat diatas, menjadi dasar hukum atas akad-akad yang harus 
digunakan dalam rumah sakit syariah, diantaranya: 
a. Akad Ija>rah 
Yaitu transaksi atas suatu manfaat yang berupa barang tertentu atau 
yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau 
transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang 
diketahui pula.
41
 Dalam rumah sakit syariah sesuai dengan fatwa 
MUI, akad ija>rah tersebut digunakan antara: 
1. Rumah sakit dengan tenaga kesehatan, yang mana rumah sakit 
sebagai pengguna jasa dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa. 
2. Rumah sakit dengan pasien, yang mana rumah sakit sebagai 
pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa dalam upaya 
pengobatan penyakit yang dialali pasien. 
3. Rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium, yang mana rumah 
sakit sebagai penyewa dan pemasok alat laboratorium sebagai 
pihak yang menyewakan. 
Dalam akad ija>rah ini, dapat terjadi perjanjian sewa-menyewa yang 
disertai dengan opsi perpindahan hak milik atas benda yang disewa 
kepada penyewa setelah selesai masa sewa disebut juga dengan 
ija>rah muntahiyah bi al-tamlik.
42
 Hal ini sesuai dengan perjanjian 
yang digunakan antara pihak rumah sakit dengan pemasok alat 
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kesehatan dan pemasok alat laboratorium, yang mana alat-alat yang 
disewa dapat berpindah kepemilikan dari pihak yang menyewakan 
(pemasok alat) kepada pihak yang menyewa (rumah sakit). 
b. Akad Ba‟i  
Yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 
lain. Menurut  pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara 
benda dengan uang.
43
 Dalam rumah sakit, akad ba‟i digunakan untuk 
perjanjian antara: 
1. Rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium maupun alat 
kesehatan. Dimana rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok 
sebagai penjual. 
2. Rumah sakit dengan pemasok obat, yang mana rumah sakit sebagai 
pembeli dan pemasok obat sebagai penjual, baik secara tunai, 
angsuran, maupun tangguh. 
c. Akad Mudha>rabah  
Yaitu akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau 
lebih yang mana satu pihak menyerahkan modal tanpa ikut serta 
dalam bisnis dan pihak lain mengerahkan keahliannya dalam bisnis 
tanpa ikut serta dalam modal.
44
 Dalam rumah sakit syariah, akad 
mudha>rabah ini digunakan antara pihak rumah sakit sebagai 
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pengelola dan pemasok alat kesehatan maupun alat laboratorium 
sebagai pemilik modal. 
d. Akad Musya>rakah Mutanaqishah 
Yaitu kerja sama yang kepemilikan aset (barang) atau modal usaha 
salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh 
pihak lainnya.
45
 Dalam sebuah rumah sakit syariah, akad 
musya>rakah mutanaqisah ini dilakukan antara pihak rumah sakit dan 
pemasok alat kesehatan dan alat laboratorim yang mana rumah sakit 
dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal 
usaha dari pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal 
kepada rumah sakit secara bertahap.  
e. Akad Waka>lah bi Al-ujrah 
Yaitu akad pemberian kuasa dari orang yang mewakilkan kepada 
penerima perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu 
disertai dengan imbalan berupa ujrah (upah).
46
 Dalam rumah sakit, 
akad waka>lah bi al-ujrah ini digunakan antara rumah sakit dengan 
pemasok obat, yang mana pihak rumah sakit sebagai wakil dan 
pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada 
pasien. 
4. Ketentuan Terkait Pelayanan di Rumah Sakit Syariah 47 
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Ada beberapa ketentuan terkait pelayanan di rumah sakit syariah 
dalam Fatwa DSN MUI No.107 tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain: 
a. Hak dan kewajiban wajib dipenuhi oleh rumah sakit dan semua pihak 
yang berkepentingan dengan sebaik-baiknya.  
Hal ini sudah tercantum jelas dalam UU Nomor 44 tahun 2009 
tentang Rumah Sakit di Bab VIII Kewajiban dan Hak pasal 29, pasal 
30, pasal 31, dan pasal 32.
48
 
b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway (CP), dan/atau standar 
pelayanan yang berlaku. 
Selain peratura-peraturan diatas, pelayanan yang diberikan 
kepada pasien juga harus sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, 
Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri, dan 
Peraturan Pemerintah. 
c. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. 
Terdapat dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit di Bab VIII Kewajiban dan Hak, bagian kesatu tentang 
kewajiban pasal 29 ayat 1 huruf b dan f, bahwa: 
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Pasal 29 ayat 1 huruf b: “memberi pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 
kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.” 
Pasal 29 ayat 1 huruf f: “melaksanakan fungsi sosial antara lain 
dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, 
pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan 
korban bencanan dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan.” 
Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 huruf f bahwa rumah sakit harus 
memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak 
mampu membayar. terdapat dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 
280: 
                      
            
Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.”49 
 
Terkadang ada pasien yang tidak memiliki kemampuan untuk 
membayar biaya perawatan di rumah sakit yang akan menimbulkan 
piutang bagi rumah sakit dan hutang bagi pasien. Dalam syariah Islam, 
mengatur bahwa hutang wajib dibayar oleh orang yang berhutang. 
Untuk itu, pihak rumah sakit harus memiliki kepedulian pada pasien 
yang gagal bayar (baik masih hidup, terlebih telah meninggal dunia), 
dan tidak memiliki kemampuan membayar. Hal tersebut dilakukan atas 
rekomendasi dari komite syariah berdasar pedoman syariah dari dewan 
pengawas syariah.  
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Untuk itu, rumah sakit harus memiliki dokumen pengelolaan 
pasien tidak mampu bayar, bukti penghapusan hutang, bukti pelunasan 
atau pembayaran sebagian pasien tidak mampu bayar.
50
 
d. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, 
dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan 
yang transparan dan berkualitas. 
Sikap amanah, santun, dan ramah akan membawa dampak 
yang positif bagi pasien yang sedang sakit, dan juga pelayanan yang 
transparan dan berkualitas bisa membuat pasien percaya akan 
pelayanan di rumah sakit tersebut dan juga dapat menarik masyarakat 
untuk berobat di rumah sakit itu. 
e. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran 
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien. 
Rumah sakit harus menetapkan standar operasional untuk 
mengetahui perhitungan biaya tagihan ke pasien agar tidak terjadi 
kesalahan. Penetapan standar ini disebut prosedur sistem perhitungan 
billing pasien guna pendekteksian kesalahan hitung.
51
 
f. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual 
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 
Adapun landasan normatifnya yaitu: Al-Qur‟an Surah Al-
Hasyr ayat 18-19 
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                     
                        
                   
      
Artinya: (18)“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. (19) dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa 
kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka 
sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.”52 
Terdapat unit kerja bidang kerohanian yang bertanggung jawab 
dalam pembinaan keagamaan untuk mendorong agar pasien dan staf 
rumah sakit taat menjalankan ajaran agama dan bertaqwa. Hal tersebut 
dapat diberikan bidang kerohanian dengan menyusun program kerja 
dan melakukan evaluasi serta tidaklanjutnya.
53
 
g. Semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit wajib 
dipenuhi oleh pasien dan penanggung jawab pasien. 
Hal tersebut berguna untuk memberikan keamanan dan 
kenyamanan bagi pasien dan penangung jawab pasien serta seluruh 
yang berada di rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat memberikan 
pelayanan maksimal pada pasiennya.   
h. Rumah sakit, pasien, dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan 
akhlak karimah. 
                                                          
52
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an,………… hlm. 548. 
53
 Tim DSN-MUI dan Tim MUKISI, Standard dan………… hlm. 16-17. 
37 
 
37 
 
Seluruh orang yang berkepentingan dirumah sakit wajib 
memiliki akhlak karimah dengan etika yang dimiliki masing-masing 
pihak. Hal tersebut guna untuk memberikan rasa positif terhadap 
penyembuhan pasien di rumah sakit.  
i. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, 
risywah, zhulm, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. 
Dalam hal pemasaran dan kerja sama antara rumah sakit 
syariah dan pihak lain maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah. Untuk itu harus ada kebijakan, pedoman, panduan, dan 
prosedur dalam pemasaran dan kerja sama rumah sakit sesuai syariah, 
termasuk tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 
pemasaran dan kerja sama harus dicantumkan dengan jelas sesuai 
kaidah Islam dan undang-undang yang berlaku.
54
 
j. Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
DPS di rumah sakit syariah diangkat oleh pemilik berdasarkan 
rekomendasi dari DSN-MUI. DPS bertanggung jawab untuk 
mengawasi seluruh operasional rumah sakit berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
55
 
1. Melakukan pengawasan syariah operasional rumah sakit. 
2. Melaporkan pelayanan dan operasional rumah sakit dari sisi syariah 
kepada pemilik dan DSN-MUI. 
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3. Mengeluarkan opini syariah (pendapat kesyariahan) untuk 
menjawab pertanyaan dan permasalahan dari organisasi. 
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan 
pembahasan secara syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada 
DSN-MUI. 
5. Turut berperan serta dalam sosialisasi dan edukasi rumah sakit 
kepada masyarakat.  
k. Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa MUI terkait dengan 
masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. 
Rumah sakit harus selalu mengikuti dan memperbarui segala 
sesuatu yang dibutuhkan di rumah sakit pada fatwa-fatwa yang 
dikeluarkan MUI terkait kedokteran, agar rumah sakit senantiasa selalu 
mengedepankan nilai-nilai keIslamannya.  
l. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang 
wajib dilakukan pasien muslim.  
Pihak rumah sakit dapat melaksanakan mandatory training 
keagamaan yang bersifat wajib bagi seluruh staf. Hal ini bertujuan 
guna pelatihan dan pengembangan sumber daya insane rumah sakit 
dalam memahami dan memenuhi kebutuhan spiritual dan fiqh pasien. 
Materi mandatory training berupa: 
1. Bimbingan salat bagi pasien 
2. Bimbingan do‟a pre-operasi 
3. Bimbingan tayamum 
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4. Bimbingan talqin 
5. Bimbingan hijab pasien 
6. Bimbingan fiqh darah wanita 
Untuk itulah ada kebijakan dan panduan training staf agar dapat 
dilaksanakan oleh pasien muslim.
56
      
m. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah 
sakit. 
Dalam hal ini, rumah sakit harus memiliki program 
pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan pada ilmu 
pengetahuan terkini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar 
sanitasi serta kebersihan sesuai dengan syariah. Terdapat landasan 
normatif yaitu Al-Qur‟an Surat At-Taubah ayat 108: 
…                     
Artinya: “….di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bersih.”57 
 
Ada acuan mengenai kebersihan, pencegahan, dan 
pengendalian infeksi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 
Seperti dari luar negeri yaitu dari WHO yang mempublikasikan: 
1. Pedoman cuci tangan (hand hygience) dan pedoman lainnya. 
2. Pedoman memberikan informasi tentang praktik pencegahan dan 
infeksi terkait dengan pelayanan klinis dan pelayanan penunjang. 
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3. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mendefinisikan 
elemen dari program dasar, respons, atau outbreak penyakit infeksi 
dan setiap pelaporan yang disyaratkan. 
Dalam hal ini, misi thaharah sejalan dengan pelaksanaan 
pencegahan dan pengendalian infeksi yang selalu ditekankan dalam 
setiap aktifitas di rumah sakit. Untuk itu, di rumah sakit syariah harus 
ada prosedur cuci tangan dan harus ada keterlibatan seluruh staf untuk 
mendukung prosedur ini.
58
 
5. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minum, 
Kosmetika, dan Barang Gunaan 
Ada beberapa dasar hukum dalam menentukan penggunaan obat, 
makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan di rumah sakit syariah, 
antara lain: 
1. Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 82 
                        
           
Artinya: “dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi 
penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran 
itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 
kerugian.”59 
 
2. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 168 
                   … 
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
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langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu.”60 
 
Berikut merupakan ketentuan-ketentuan terkait obat, makanan, 
minuman, kosmetika, dan barang gunaan yang terdapa dalam Fatwa DSN 
MUI No.107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 
Berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain: 
a. Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, 
kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat 
halal dari MUI; 
Dalam hal ini, rumah sakit harus mengupayakan formularium 
obat yang tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan. Harus ada 
dokumen pendukung pemberian obat dan informasi tambahan lainnya 
yang memuat tentang pesan-pesan moral agama, seperti dalam resep, 
label obat, dan plastik pembungkus obat harus terdapat pesan-pesan 
agama.
61
 Bagi petugas rumah sakit saat memberikan obat kepada 
pasien harus disertai penyampaian pesan agama, jadi pemberian obar 
bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap dilakukan dengan tidak 
meninggalkan komunikasi dakwah.  
Untuk makanan dan minuman harus dimonitor penyimpanan, 
pengolahan, dan distribusnya untuk memastikan kehalalan, higienitas, 
dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
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syariah Islam. Disamping itu, makanan dan minuman haruslah 
bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. 
62
 
Selain itu di rumah sakit syariah harus ada pengadaan air 
bersih sesuai kaidah syariah. Air bersih disini, dikategorikan sebagai 
air yang suci dan mensucikan, serta memenuhi kriteria kebutuhan 
medis. Untuk itu rumah sakit harus memiliki daftar sumber air bersih 
dan minum serta sumber alternatifnya; ada uji kualitas air bersih dan 
minum; air yang memenuhi kriteria untuk berwudhu; dan prosedur 
penanganan kelangkaan air.
63
 
b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari 
MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur 
yang haram; 
c. Dalam kondisi terpaksa, penggunaan obat yang mengandung unsur 
yang haram wajib melakukan prosedur informed consent. 
6. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan, dan Pengembangan 
Dana Rumah Sakit 
a. Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah 
dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, 
lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; 
Rumah sakit menetapkan kebijakan tentang pengelolaan kas, 
pembiayaan, dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan 
syariah dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan 
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Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah. Dalam rumah sakit harus 
ada bukti kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah.
64
  
b. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset 
lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 
Sesuai dengan Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 195 
                    
                  
Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik.”65 
 
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa senantiasa harus membelanjakan 
harta yang dimiliki di jalan Allah, jadi untuk rumah sakit harus 
mengelola segala dana dan aset-aset yang dimiliki sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah.  
c. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha 
dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah. 
Sesuai dengan Al-Qur‟an Surat Al-Anfaal ayat 27 
                     
        
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 
kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui.”66 
 
Rumah sakit harus benar-benar menjalankan perintah Allah dan 
Rasullah Muhammad serta tidak menghianati amanat-amanat yang 
dipercayakan, untuk itu rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana 
yang bertentangan dengan prinsip syariah karena mengerjakan dan 
menerapkan prinsip syariah merupakan salah satu perintah Allah dan 
Rasulullah Muhammad. 
d. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, 
sedekah, dan wakaf. 
Rumah sakit atau staf harus melakukan pembayaran zakat, 
infaq, sedekah milik rumah sakit atau Unit Pengumpulan Zakat yang 
bekerja sama dengan lembaga ZIS secara resmi. ZIS harus 
didistribusikan sesuai dengan ketentuan penerima zakat.  
Seluruh staf rumah sakit harus melakukan pembayaran ZIS, 
lalu ada bukti pembayaran tersebut, lalu juga ada bukti penerimaan 
zakat bila ZIS dari rumah sakit disalurkan, dan harus ada laporan 
penyaluran ZIS. Selain itu harus ada MoU lembaga ZIS dengan rumah 
sakit.
67
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C. Rumah Sakit Syariah 
1. Pengertian Rumah Sakit Syariah 
Dalam undang-undang tentang rumah sakit, bahwa pengertian dari 
rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan 
kesehatan perorangan yang paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat 
jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
68
 Menurut WHO Expert Committee On 
Organization of Medical care: 
Rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh (integrasi) dari organisasi dan 
medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada 
masyarakat baik kuratif maupun preventif, dimana output layanannya 
menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga sebagai 
pusat pelatihan tenaga kesehatan serta penelitian biososial.
69
   
Pelayanan-pelayanan di rumah sakit dikelompokkan seperti:
70
 
a. Pelayanan medic meliputi rawat jalan, IGD/UGD, medic spesialistik dan 
sub spesialis rawat jalan, intensive Care Unit Care, dan Intensive Cardic 
Care Unit (ICCU). 
b. Pelayanan keperawatan, biasanya pelayanan ini berkolaborasi dengan 
pelayanan medis. 
c. Pelayanan penunjang medis, seperti radiologi, laboratorium, patalogi 
anatomi, farmasi, gizi, rekam medic, sterilisasi instrument, dan pelayanan 
darah. 
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d. Pelayanan penunjang non medis, seperti linen/laundry, pemeliharaan 
sarana dan prasarana ruman sakit, kamar jenazah, transportasi, pemadam 
kebakaran, penampungan air bersih, dan pencegahan infeksi nosokomial. 
e. Pelayanan administrasi, seperti informasi dan penerimaan pasien, 
keuangan, personalia, keamanan, sistem informasi rumah sakit, dan 
pemasaran rumah sakit. 
f. Pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit. 
Jadi, pengertian rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yang menyediakan pelayanan lengkap guna pencegahan maupun 
penyembuhan penyakit pasien, selain itu sebagai pelatihan tenaga kesehatan 
serta dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. 
Dari masa ke masa, rumah sakit mengalami perkembangan yang 
sekarang menjadi unit sosio-ekonomi. Perkembangan kali ini, banyak 
diperbincangkan mengenai rumah sakit syariah yaitu rumah sakit yang 
pengelolaannya mendasar pada maqashid syariah.
71
 Maqashid secara bahasa 
merupakan bentuk dari maqshud, adapun dari kata verbal qashada yang 
berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud-
maqashid dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut dengan isim maf‟ul yaitu 
sesuatu yang menjadi objek, dapat juga diartikan dengan “tujuan” atau 
“beberapa tujuan”.72 Sedangkan pengertian syariah, secara etimologis berarti 
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jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan 
dalam pengertian termonologi yaitu seperangkat norma ilahi yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya 
dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam 
lingkungan hidupnya.
73
 Jadi, maqasid syariah merupakan segenap tujuan dari 
hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba-Nya untuk 
menciptakan kemaslahatan.
74
  
Di rumah sakit syariah mendasarkan pengelolaanya pada maqasid 
syariah karena terdapat lima pokok tujuan yang maslahat yaitu:
75
 
a. Untuk menjaga agama 
Dalam hal ini pengelolaan di rumah sakit syariah harus bertujuan untuk 
menjaga agama, diantaranya rumah sakit syariah wajib memiliki: 
1. Manajemen organisasi meliputi DPS (Dewan Pengawas Syariah); 
hospital by law yang memuat aspek syariah; visi dan misi yang 
memuat Islam; komite syariah; lembaga takmir masjid; bidang 
kerohanian; etika rumah sakit; dan akad-akad syariah. 
2. Manajemen modal insani meliputi tata kelola modal insani sesuai 
syariah antara lain rekrutmen, pengembangan, pengelolaan karir, 
imbalan (gaji), sanksi, kegiatan umum, dan kode etik rumah sakit 
harus bernuansa Islami. 
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3. Manajemen akuntansi dan keuangan meliputi akuntansi dan keuangan 
syariah. 
4. Manajemen pemasaran meliputi pemasaran syariah, promosi layanan 
kesehatan. 
5. Manajemen fasilitas meliputi penyediaan dan pengelolaan syariah.    
6. Pelayanan dan kontinuitas meliputi standar prosedur alur pasien dan 
transportasi Islami. 
7. Asesmen pasien meliputi asesmen spiritual pasien. 
8. Pelayanan pasien meliputi prosedur pelayanan pasien tahap tinggi dan 
tahap terminal; makanan halal; aurat pasien; anastesi dan bedah 
syariah; dan ruqyah syariah. 
9. Pelayanan obat meliputi obat halal; dokumen pendukung obat memuat 
nilai Islami. 
10. Pelayanan dan bimbingan kerohanian meliputi bimbingan rohani 
pasien; dan pendampingan pasien sakaratul maut. 
11. Pendidikan pasien dan keluarga meliputi peran keluarga dalam 
penyembuhan pasien. 
b. Untuk menjaga jiwa  
Penjagaan jiwa disini, rumah sakit harus memiliki: 
1. Manajemen fasilitas meliputi pemenuhan dan pengelolaan faislitas 
ibadah. 
2. Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi meliputi pencegahan 
dan pengendalian infeksi sesuai peraturan yang berlaku. 
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3. Pelayanan dan bimbingan kerohanian meliputi pelayanan jenazah; 
penatalaksanaan nyeri secara syariah; pengelolaan sampah jaringan 
tubuh; dan sumber air dengan syariah. 
c. Untuk menjaga akal 
Rumah sakit syariah harus memiliki: 
1. Manajemen modal insani meliputi fikih pasien dan mandatory 
training. 
2. Pendidikan pasien dan keluarga meliputi perpustakaan memuat 
literature Islam; penyelesaian masalah sesuai syariah; pendidikan dan 
pelatihan kesehatan; dan edukasi pengunjung. 
d. Untuk menjaga keturunan 
Hal ini rumah sakit syariah harus memiliki pelayanan pasien yang meliputi 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi; pelayanan reproduksi secara Islami. 
e. Untuk menjaga harta 
Dalam hal ini rumah sakit syariah harus memiliki manajemen akuntansi 
dan keuangan yang meliputi pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah); 
pengelolaan keuangan syariah; kebijakan pasien kurang mampu; dan 
standar operasional billing.  
Jadi, rumah sakit syariah yaitu institusi pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang 
mendasarkan pengelolaan pelayanannya pada prinsip-prinsip Islam yang 
terangkum dalam maqasid syariah. 
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Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang tergabung dalam 
wadah MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia). 
MUKISI adalah wadah yang menghimpun penyelenggara sarana kesehatan 
Islam dan perorangan yang memiliki minat dan upaya untuk mengembangkan 
kesehatan yang Islami.
76
 MUKISI bekerja sama dengan Dewan Syariah 
Nasional Indonesia, menyusun Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit 
Syariah Versi 1438. Hal tersebut guna dijadikan pedoman standar dalam 
sertifikasi rumah sakit syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sertifikasi rumah sakit syariah 
merupakan bentuk implementasi Fatwa DSN-MUI 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
dalam rangka upaya mencapai visi besar DSN-MUI yaitu memasyarakatkan 
ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.
77
   
2. Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Syariah  
Untuk mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI, ada beberapa 
standar yang harus dipenuhi sebuah rumah sakit. Salah satu standar dalam 
Sertifikasi Rumah Sakit Syariah yaitu adanya standar minimal pelayanan di 
rumah sakit syariah. Berikut merupakan beberapa pelayanan minimal di 
rumah sakit syariah, yaitu:
78
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a. Membaca Basmallah pada pemberian obat dan tindakan. Bahwasanya, 
petugas rumah sakit secara lisan membaca dan mengajak pasien atau 
keluarga pasien untuk membaca basmallah saat pemberian obat dan 
tindakan. 
b. Hijab untuk pasien. Pihak rumah sakit harus menyediakan fasilitas berupa 
hijab (kerudung, baju pasien, atau kain) guna menutup aurat seluruh tubuh 
pasien kecuali muka dan telapak tangan. Hijab tersebut disediakan oleh 
pihak rumah sakit dan diberikan pada pasien muslimah saat pertama kali 
datang dan diberikan edukasi tetang hijab. 
c. Mandatory training untuk fiqh pasien. Rumah sakit mengadakan kegiatan 
pembelajaran fiqh kepada seluruh staff di rumah sakit, pembelajaran 
tersebut meliputi pembelajaran tentang thaharah, bimbingan salat bagi 
pasien, dan talqin.  
d. Adanya edukasi Islami (Buku Kerohanian). Di rumah sakit menyediakan 
dan memberikan buku kerohanian pada pasien muslim sebagai sarana 
edukasi Islami.  
e. Pemasangan EKG (elektrokardiogram) sesuai gender. Elektrokardiogram 
adalah tes medis untuk mendekteksi kelainan pada jantung dengan 
mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan jantung saat kontraksi.
79
 
Dikarenakan alat dipasang dibagian jantung dan bagian tersebut 
merupakan bagian yang sensitif untuk itu pemasangan harus dilakukan 
oleh petugas sesuai dengan jenis kelamin pasien. 
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f. Pemakaian hijab untuk ibu menyusui. Hal tersebut merupakan fasilitas 
yang diberikan oleh rumah sakit untuk ibu menyusui dan menjadi aktivitas 
petugas untuk memberikan edukasi pada pasien muslimah. Selain hijab, 
baju untuk ibu menyusui juga diberikan. 
g. Pemakaian hijab di ruang operasi. Rumah sakit juga terdapat fasilitas 
berupa baju dan kerudung untuk pasien muslimah di kamar operasi. 
Pemakaian hijab di kamar operasi tersebut guna menutup aurat pasien 
yang menjalani operasi sejak persiapan sampai keluar dari kamar operasi.  
h. Penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu salat. Hal tersebut 
berguna agar tidak perlu untuk menjama‟ salat kecuali dalam keadaan 
darurat. Dikarenakan salat merupakan amalan pertama yang ditanyakan 
dan merupakan pembatas antara muslim dan bukan nonmuslim, sehingga 
tidak boleh ditinggalkan. 
3. Indikator Mutu Wajib Syariah 
Di rumah sakit yang dikatakan syariah harus memenuhi indicator 
mutu wajib syariah dalam pelayanan rumah sakit. Berikut merupakan 
beberapa indicator mutu wajib syariah yang harus terdapat di rumah sakit 
syariah, antara lain:
80
 
a. Pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin. Talqin untuk pasien 
sakaratul maut adalah salah satu upaya pendampingan kepada pasien agar 
dapat meninggal dengan mengucap kalimat “laa ilaaha ilallah” di akhir 
kehidupannya. Petugas/perawat/staf di rumah sakit wajib mendampingi 
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pasien muslim yang sakaratul maut dengan pelaksanaan talqin  diatur 
sesuai kebijakan rumah sakit, tetapi harus dipantau dan diukur untuk 
menjamin pelayanan optimal di akhir kehidupan pasien. 
b. Mengingatkan waktu salat. Salat merupakan ibadah wajib yang 
dilaksanakan seluruh umat muslim sebagai amalan kelak di akhirat. Untuk 
itu, dalam keadaan sakitpun kita harus tetap melaksanakan salat. Begitu 
pula di rumah sakit syariah, petugas rumah sakit harus mengingatkan 
pasien untuk menjalankan ibadah salat fardhu dan memberikan bantuan 
bimbingan salat jika diperlukan. Hal tersebut berguna agar semua pasien 
muslim dapat melaksanakan salat.  
c. Pemasangan DC sesuai  gender. Pemasangan DC harus sesuai prosedur 
pemasangan kateter dengan memeperhatikan aspek syariah yaitu 
dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan pasien. Hal 
tersebut berguna untuk menjaga privasi pasien, utamanya terkait aurat 
pasien dan kenyamanan pasien mendapatkan pelayanan pemasangan 
kateter sesuai jenis kelamin. 
4. Kode Etik Rumah Sakit Syariah 
Terdapat bagian fundamental untuk mengokohkan rumah sakit 
syariah khususnya dalam proses sertifikasi rumah sakit syariah. Salah 
satunya yaitu kode etik rumah sakit syariah yang mana terinci dalam pasal-
pasal, antara lain:
81
 
a. Bab 1 Kewajiban Umum Rumah Sakit Syariah 
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Pasal 1: bahwa rumah sakit syariah wajib menaati kode etik rumah 
sakit Indonesia dan kode etik rumah sakit syariah Indonesia serta 
seluruh peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit di 
Indonesia. 
Pasal 2: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menerapkan nilai-
nilai shiddiq (benar dan jujur) bahwasannya rumah sakit harus 
mempunyai visi, misi, dan pengelolaan maupun pelayanan di rumah 
sakit yang benar dan jujur serta sejalan dengan “maqasid al-syariah 
al-Islamiyyah”. 
Pasal 3: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menerapkan nilai-
nilai amanah (dipercaya) dengan mengutamakan pelayanan yang 
bermutu (quality), aman, dan memuaskan secara berkesinambungan 
dengan penerapan nilai-nilai Islam yang diharapkan sebagai hasil dari 
pengamalan rukun Islam. 
Pasal 4: bahwa rumah sakit syariah berusaha menerapkan nilai-nilai 
fathonah (cerdas) bahwa seluruh pengelolaan maupun pelayanan di 
rumah sakit mengikuti perkembangan perumahsakitan dan didasarkan 
pada ilmu pengetahuan muthakir dan mendokumentasikan seluruh 
kegiatan perumahsakitan serta memelihara semua catatan/arsip baik 
medic maupun non medic secara baik. 
Pasal 5: bahwa rumah sakit syariah berusaha menerapkan nilai-nilai 
tabligh (tepat sasaran dan komunikatif) bahwa rumah sakit 
bertanggung jawab terhadap strategi untuk melaksanakan misi dan 
tercapainya visi rumah sakit, terselenggaranya pendidikan bagi pasien 
dan keluarga pasien serta sebagai sarana dakwah. 
 
b. Bab II Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat dan Lingkungan 
Pasal 6: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha membantu 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitarnya sebagai bagian 
dari dakwah bil hal. 
Pasal 7: bahwa rumah sakit syariah dalam menjalankan 
operasionalnya wajib bertanggung jawab terhadap mutu lingkungan 
disekitarnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 
 
c. Bab III Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien 
Pasal 8: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha mengelola dan 
melayani pasien dengan cara-cara yang halal, menjaga aurat dan 
membantu tertunaikannya kewajiban ibadah bagi pasien sebagai 
bagian dari memelihara agama (hifzh al-din). 
Pasal 9: bahwa rumah sakit syariah wajib memberi pelayanan 
pengobatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan muthakir 
dan memberi informasi yang kuat tentang penyakitnya dan rencana 
penatalaksanaannya sebagai bagian dari memelihara akal (hifzh al-
„aql). 
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Pasal 10: bahwa rumah sakit wajib berusaha memuliakan harkat 
martabat pasien dengan pendekatan biopsikospiritual, mengindahkan 
hak-haknya dan selalu meminta persetujuan setiap akan melakukan 
tindakan pelayanan sebagai bagian dari memelihara jiwa (hifzh al-
nafs). 
Pasal 11: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menghormati 
menyelenggarakan pengelolaan pelayanan maternal perinatal yang 
sesuai prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari memelihara 
keturunan (hifzh al-nasl). 
Pasal 12: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menyesuaikan 
kebijakan pengelolaannya berdasarkan keterjangkauan pelayanan oleh 
masyarakat dan pengelolaan keuangan sesuai syariah sebagai bagian 
dari memelihara harta dan kehormatan (hifzh al-maal wa al-„irdh). 
 
d. Bab IV Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan 
Karyawan 
Pasal 13: bahwa rumah sakit wajib berusaha membina pimpinan, staf, 
dan karyawan dengan nilai-nilai Islam. 
Pasal 14: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin 
pimpinan, staf, dan karyawannya untuk selalu meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan di bidang masing-masing. 
Pasal 15: bahwa rumah sakit syariah berusaha menjamin terciptanya 
jamaah ukhuwah Islamiyah antara pimpinan, staf, dan karyawan. 
Pasal 16: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin 
kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawannya. 
 
e. Bab V Hubungan Rumah Sakit dengan Lembaga Terkait 
Pasal 17: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara 
hubungan yang baik dengan pemilik dengan prinsip saling nasehat 
menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. 
Pasal 18: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara 
hubungan yang baik dengan Majelis Ulama Indonesia, Instansi 
Pemerintah atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan. 
Pasal 19: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara 
hubungan baik antar rumah sakit dengan prinsip-prinsip berlomba-
lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairot). 
Pasal 20: bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha menjadi sarana 
tempat pendidikan tenaga kesehatan dan kedokteran. 
 
f. Bab VI Lain-Lain 
Pasal 21: bahwa rumah sakit syariah dapat melakukan promosi 
pemasaran dengan menampilkan pelayanan yang bermutu, aman, dan 
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memuaskan melalui akhlakul karimah dan promosi kesehatan untuk 
tujuan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. 
 
5. Kode Etik Dokter Rumah Sakit Syariah 
Selain kode etik rumah sakit syariah, terdapat pula kode etik 
dokter di rumah sakit syariah. Kode etik tersebut disusun MUKISI dengan 
memperhatikan  kode etik yang telah eksis sebelumnya di Indonesia. Ada 
beberapa pasal dalam kode etik dokter di rumah sakit syariah, antara 
lain:
82
 
a. Bab I Prinsip-prinsip Umum Dokter Rumah Sakit Syariah 
Pasal 1: bahwa hakikat kehidupan adalah pengabdian kepada Allah 
SWT, maka setiap dokter rumah sakit SYariah wajib berniat karena 
Allah dengan mengikrarkan “bismillahirrahmaanirrohiim” setiap akan 
melakukan pelayanan kedokteran. 
Pasal 2: bahwa profesi dokter adalah pilihan hidup dalam menjalankan 
amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi dalam bidang kedokteran 
maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjunjung tinggi, 
menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter dank ode etik 
kedokteran Indonesia. 
Pasal 3: bahwa profesi dokter adalah salah satu sarana ujian dari Allah 
SWT untuk memilih siapa yang terbaik dan yang paling banyak 
memberi manfaat, maka setiap dokter rumah sakit syariah wajib 
berbuat terbaik melayani pasien untuk mendapat kesuksesan dunia 
akhirat. 
Pasal 4: bahwa dalam menjalankan pengabdian sebagai dokter, maka 
setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjalankan rukun Islam 
sebagai rukun pengabdian dan sebagai dasar pelaksanaan etik Islami. 
 
b. Bab II Kewajiban Dokter Terhadap Pasien  
Pasal 5: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib memuliakan 
harkat martabat pasien, membangun komunikasi efektif dan meminta 
izin setiap akan melakukan pelayanan kedokteran apapun karena 
pasien mempunyai hak otonomi atas dirinya sendiri. 
Pasal 6: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib berusaha 
menyelamatkan pasien dan bersikap hati-hati melindungi hidup 
makhluk insane sebagai pekerjaan mulia. 
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Pasal 7: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib bersikap ramah 
dan lemah lembut. 
Pasal 8: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga dan 
menutup aurat pasien, kecuali semata-mata hanya untuk kebutuhan 
tindakaan kedokteran. 
Pasal 9: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib mendiagnosa 
penyakit dan memberi pengobatan serta membuat prognosis 
berdasarkan data empiris, sedangkan perjalanan penyakit dan 
kesembuhan hanya Allah SWT Yang Maha Tahu. 
Pasal 10: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib mengobati 
pasien menurut standar pelayanan kedokteran sesuai dengan ilmu 
pengetahuan muthakir. 
Pasal 11: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib berupaya 
mengobati dengan bahan-bahan yang halal. 
Pasal 12: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib membantu 
tertunaikannya pelaksanaan ibadah bagi pasien. 
Pasal 13: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib bersegera 
melayani pasien, ceria, dan berbahagia ketika berada di dekat pasien. 
Pasal 14: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga 
akidah pasien dari perbuatan syirik terutama bagi pasien fase terminal. 
Pasal 15: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib mendoakan 
kesembuhan pasien. 
 
c. Bab III Kewajiban Dokter Terhadap Sejawat 
Pasal 16: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjalin 
silaturahim dan saling menghargai keahlian masing-masing. 
Pasal 17: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib tolong 
menolong dengan sejawat dalam kebaikan. 
 
d. Bab IV Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri 
Pasal 18: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib menjaga 
kesehatan dirinya agar dapat menjalankan profesi kedokteran dengan 
baik. 
Pasal 19: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib mengingatkan 
kualitas profesionalismenya. 
Pasal 20: bahwa setiap dokter rumah sakit syariah wajib meningkatkan 
kualitas ibadah wajibnya kepada Allah SWT. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN 
 
A. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Klaten 
Lantai dasar Masjid Raya Klaten, menjadi awal berdirinya RS Islam 
Klaten yang mana di tempat tersebut ada pendirian Balai Pengobatan (BP) 
pada tahun 1981. Perkembangan berlanjut dengan adanya ide dari pengurus 
Yayasan Jamaah Haji Klaten untuk mendirikan sebuah rumah sakit, 
dikarenakan pada waktu itu belum ada rumah sakit swasta Islam yang berdiri 
di Klaten. Alasan lain mendirikan rumah sakit tersebut juga karena sudah 
banyaknya bidang pendidikan dari Muhammadiyah dan pesantren dari 
Nahdhatul Ulama (NU) yang berdiri di Klaten. Akhirnya didirikanlah rumah 
sakit Islam swasta yang diberi nama Rumah Sakit Islam Klaten. 
RS Islam Klaten pertama kali melakukan kegiatan operasionalnya pada 
tanggal 19 September 1986 yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal 
kelahiran RS Islam Klaten. Setelah pembangunan gedung tahap awal selesai, 
pada tanggal 8 Januari 1988 diresmikanlah penggunaan gedung. Peresmian 
tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI (dr. RH. Soewardjono 
Soerjaningrat) dan dihadiri oleh Menteri Agama yaitu H. Munawir Sadzali, 
MA., Duta Besar Arab Saudi dan beberapa pejabat tingkat I & II Pemkab 
Klaten.  
Pada bulan Oktober 1998, dikarenakan hanya melayani pelayanan 
medik dasar untuk itu Balai Pengobatan yang berada di Masjid Raya Klaten 
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dijadikan satu dengan poliklinik RS Islam Klaten. Perkembangan 
pembangunan terus dilaksanakan untuk RS Islam Klaten. Setelah melalui 
tahapan-tahapan pembangunan di berbagai bidang, perkembangan selanjutnya 
RS Islam Klaten menjadi Rumah Sakit Tipe B dengan jumlah tempat tidur 
lebih dari 200 TT. Penambahan tempat tidur tersebut diikuti dengan 
peningkatan mutu, fasilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga RS 
Islam Klaten benar-benar menjadi rumah sakit kebanggaan warga masyarakat 
Klaten.
83
 
 
B. Falsafah, Visi, Misi, Keyakinan Dasar, dan Nilai Dasar Rumah Sakit 
Islam Klaten
84
 
1. Falsafah 
“Berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik 
kepadamu” (QS. Qashash ayat 77) 
2. Visi 
“Menjadi rumah sakit yang Islami, unggul dalam pelayanan dan 
teknologi.” 
3. Motto 
“Cepat, aman, tepat, dan efisien.” 
4. Nilai Dasar 
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang Islami; 
                                                          
83
www.rsislamklaten.co.id/index.php/editions-a-pricinge, diakses pada tanggal 10 
Oktober 2018, pukul 11.35 WIB. 
84
 www.rsislamklaten.co.id/index.php/editions-a-pricinge, diakses pada tanggal 10 
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b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional dan 
paripurna; 
c. Menyelenggarakan pelayanan unggulan bedah dan kardiovaskuler. 
5. Keyakinan Dasar RS Islam Klaten 
“Kami yakin bahwa pasien adalah orang yang membutuhkan pertolongan 
dan perhatian kita, maka kami akan memberikan pelayanan secara Islami, 
dengan ikhlas, penuh kasih sayang, adil, dan penuh kepedulian.” 
“Kami yakin bahwa bekerja adalah beribadah kepada Allah SWT dan 
merupakan amanah yang diberikan kepada kami, maka kami akan bekerja 
keras, jujur, dan memberikan pelayanan yang excellence.”  
“Kami yakin bahwa kepercayaan orang lain tumbuh dari karakter yang 
kami bangun secara mandiri, maka kami siap meningkatkan diri dan 
berkembangan bersama RS Islam Klaten.” 
 
C. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Klaten 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Klaten 
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Berikut ini merupakan pelayanan-pelayanan yang ada di RS Islam 
Klaten, antara lain:
85
 
1. Pelayanan Medis 
Pelayanan medis di rumah sakit merupakan pelayanan medis sekunder 
(spesialistik), umumnya merupakan pelayanan rujukan dari pelayanan medis 
primer seperti dari Puskesmas, klinik pratama praktik dokter umum. Akan 
tetapi, untuk kasus gawat darurat pasien dapat langsung ke rumah sakit dan 
jika perlu maka pasien bisa langsung diberi pelayanan rawat inap.
86
  
Secara umum, pelayanan medis sudah dijabarkan di Bab II yaitu 
pelayanan medik umum rawat jalan, IGD/UGD, medik spesialis, sub spesialis, 
ICU, dan ICCU. Untuk pelayanan medis yang ada di RS Islam Klaten, 
meliputi pelayanan medik umum yaitu ada rawat inap dan rawat jalan. 
Pelayanan rawat inap di RS Islam Klaten terdapat fasilitas edukasi diet pasien, 
ahli gizi, dan bimbingan rohani pendampingan pasien oleh rohaniawan guna 
penguatan spiritual pasien. Bimbingan rohani ini juga ditunjukkan dalam 
pelayanan di RS Islam Klaten yaitu terdapat buku kerohanian guna mencatat 
mengingatkan waktu salat bagi pasien rawat inap.   
Adapun ruangan-ruangan yang ada di rawat inap RS Islam Klaten 
yaitu: Arofah Makkah Lantai II terdapat 44 tempat tidur, Mina Makkah Lantai 
III terdapat 44 tempat tidur, Jabal Nur Lantai IV terdapat 121 tempat tidur, 
Ruang Perawatan Bedah Babussalam terdapat 22 tempat tidur, uang 
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Perawatan Anak Multazam 28 tempat tidur, Ruang Perawatan Kebidanan Siti 
Hajar 24 tempat tidur, Ruang Perawatan KBRT 4 tempat tidur, PICU (3 
tempat tidur, NICU 3 tempat tidur, dan Ruang ICU ICCU ada 14 tempat tidur 
dan unit stroke ada 6 tempat tidur. Ruangan di kamar-kamar bangsal pun 
sudah mulai dirintis untuk sesuai dengan gender (jenis kelamin).
87
 
Selain itu, pelayanan di rawat inap ini, pasien muslimah yang belum 
memakai hijab akan diberikan bimbingan rohani dari rumah sakit untuk 
mengenakan hijab saat menjalankan perawatan di RS Islam Klaten. Ada pula 
pemakaian hijab untuk ibu menyusui, namun masih ada sedikit komplain 
karena khawatir bila menggunakannya bayi akan merasa gelisah bila sedang 
diberi ASI.
88
 
Ada pun pelayanan rawat inap, di RS Islam Klaten juga tedapat 
pelayanan rawat jalan. Seperti yang telah diuraikan di Bab III, pelayanan 
rawat jalan ini menyatu dengan pelayanan lain, sehingga memudahkan 
pelanggan untuk menghemat waktu, pasien bisa melakukan pemeriksaan 
hanya satu tempat dengan dilayani dokter spesialis dan peralatan penunjang 
pelayanan rawat jalan. Di pelayanan rawat jalan ini terdapat pelayanan medis 
spesialis dan sub spesialis seperti: 
a. Pelayanan Bedah. Terdapat beberapa pelayanan di spesialis bedah, yaitu: 
Bedah umum (berupa operasi lipoma, ateroma, kitan, benda asing, 
perawatan luka, dan clavus), bedah tulang (meliputi operasi nyeri tulang 
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belakang, kelainan tulang belakang, perawatan osteo arthritis, dan patah 
tulang), bedah urologi (seperti operasi batu saluran kemih), bedah syaraf 
(penanganannya seperti hydrocephalus, stroke, dan kecelakaan lalu lintas). 
Pelayanan di bedah dan anastesi RS Islam Klaten juga sesuai dengan 
syariah yaitu pemasangan kateter kepada pasien sesuai dengan gender, 
kecuali dalam keadaan darurat.  
b. Pelayanan Dalam. Ada 2 spesialis penyakit dalam yaitu: Poliklinik 
Diabetes Melitus Terpadu/diabetes mellitus center dan Persadia (Persatuan 
Diabetesi Indonesia). Kegiatan yang dilakukan di klinik diabetes melitus 
terpadu antara lain konsultasi dengan dokter sesuai spesialisasi; senam 
diabetes setiap Sabtu pagi; edukasi diabetes tim edukator diabetes RS 
Islam Klaten yang terdiri dari dokter, perawat, dan ahli gizi; rekreasi ke 
tempat wisata; pemeriksaan gula darah; dan pemeriksaan tekanan darah. 
Sarana pemeriksaan guna mendeteksi dini diabetes mellitus, diagnostik 
sampai pengobatan paripurna seperti fisioterapi dan rehabilitasi medik. 
c. Pelayanan Kandungan. RS Islam Klaten memberikan pelayanan untuk 
masalah ketidaksuburan dari pihak suami maupun istri dengan teknik 
perawatan inseminasi buatan dan ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection). 
Selain itu di RS Islam Klaten, juga terdapat kegiatan senam hamil yang 
dilakukan setiap Senin dan Kamis jam 09.00 WIB- selesai. Adapun syarat 
mengikuti senam hamil yaitu telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan 
kehamilan oleh dokter atau bidan; latihan dilakukan setelah kehamilan 
mencapai 22 minggu. Pelayanan kandungan ini, RS Islam Klaten juga 
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memberikan pelayanan edukasi untuk ibu hamil, melahirkan, KB 
(Keluarga Berencana) dan menyusui secara Islami.  
d. Pelayanan Paru. Klinik paru RS Islam Klaten telah berkembang menjadi 
Klinik Terpadu yang terintegritas dengan pelayanan lain, seperti klinik 
DOTS, senam asma setiap Rabu pagi, klub asma (free menjadi anggota), 
peralatan spirometri (untuk megetahui kesehatan paru), dan peak 
flowmeter (untuk mengetahui kekuatan paru). RS Islam Klaten, terdapat 
pelayanan spirometri yaitu pemeriksaan untuk mengukur secara objektif 
kapasitas/fungsi paru pada pasien dengan indikasi medis. Alat yang 
digunakan disebut spirometer. Kegunaan spirometer yaitu mengukur 
volume paru secara statis dan dinamik; menilai perubahan atau gangguan 
pada paru; dan mengetahui kondisi kesehatan paru. 
e. Pelayanan Syaraf. Klinik syaraf RS Islam Klaten menangani penderita 
penyakit syaraf dengan keluhan seperti nyeri kepala, leher, pinggang, 
vertigo, cedera kepala, pendarahan otak, stroke, dan organ syaraf lainnya. 
untuk pelayanan syaraf, RS Islam Klaten juga memberikan pelayanan 
penatalaksanaan nyeri menggunakan metode psikospiritual. Pelayanan ini 
seperti tuntunan dzikir, istigfar, dan doa nyeri.
89
 
f. Pelayanan Jantung. Klinik jantung dan pembuluh darah di RS Islam 
Klaten telah dilengkapi dengan peralatan yang mendukung perawatan 
paska rawat inap, peralatan tersebut adalah echocardiografi, selain 
peralatan standar yang telah dimiliki yaotu EKG (elektrokardiografi). 
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g. Pelayanan Kejiwaan. Pelayanan di klinik spesialis kedokteran jiwa yaitu 
menangani berbagai gangguan mental berat & ringan seperti kecemasan, 
depresi, psikosis; seksologi; ketergantungan obat; consultation liaison 
psychiatry (CLP), penanganan gangguan mental pada kasus-kasus medic 
& bedah; dan gangguan tidur. 
h. Pelayanan Mata. Terdapat pelayanan yaitu cek visus dan tindakan kasus 
minor mata seperti pterigium, hordeolum, calazion, corpal (benda asing) 
di mata. 
i. Pelayanan THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan). Klinik THT RS Islam 
Klaten memberikan solusi masalah kesehatan pada telinga, hidung, dan 
tenggorokan. RS Islam Klaten, terdapat pelayanan audiometri yaitu 
pemeriksaan untuk mengetahui tingkat/ambang batas pendengaran 
seseorang dan jenis gangguannya. Dilakukan dengan alat audiogram nada 
murni dalam ruang kedap suara.  
j. Pelayanan Kulit dan Kecantikan. Ada beberapa perawatan di klinik kulit 
dan kecantikan RS Islam Klaten, diantaranya: perawatan wajah, 
pengencangan kulit wajah, perawatan kulit, dan mencerahkan kulit.  
k. Pelayanan Akupuntur. Klinik akupuntuk RS Islam Klaten dikelola oleh 
ahli akupuntur sebagai pengobatan, juga sebagai prasarana mencapai 
kebugaran dan kecantikan alami tanpa efek samping. Pengobatan yang 
umum ditangani yaitu berbagai keluhan nyeri dan kelainan fungsional alat 
gerak dan sistem syaraf organ tubuh. Sedangkan akupuntur kecantikan 
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antara lain penurunan berat badan dan pembentukan tubuh proposional, 
masalah rambut, masalah kulit & wajah. 
l. Pelayanan Gizi. Klinik gizi RS Islam Klaten bertujuan untuk memberikan 
konsultasi nutrisi secara terpadu dengan bidang-bidang kedokteran lainnya 
dan memberikan terapi nutrisi sesuai konsep nutrisi mutakhir. 
m. Pelayanan Psikologi. Pelayanan psikologi di RS Islam Klaten antara lain: 
konsultasi, tes kepribadian, tes intelegensi, tes psikologi untuk rekrutmen 
karyawan, dan konsultasi rehabilitasi medis bagi pasien maupun keluarga. 
n. Pelayanan Rehabilitasi Medik. Terdapat beberapa pelayanan seperti: 
fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara. 
o. Pelayanan anak. Terdapat pelayanan pijat bayi yang berguna untuk 
kesehatan dan psikologi untuk bayi.  
Selanjutnya, pelayanan IGD/UGD juga terdapat di RS Islam Klaten, 
yang mana pelayanan ini berupa pelayanan rawat darurat yang memberikan 
pelayanan 24 jam didukung oleh dokter berpengalaman dan bersertifikat 
(ACLS dan ATLS), serta perawat bersertifikat (PPGD). Didukung pula 
dengan peralatan modern yang memadai. Layanan yang diberikan berupa 
ambulance dengan tenaga medis dan perawat yang memberikan pelayanan 
untuk korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, maupun bencana alam. 
Terdapat pula pelayanan ICU juga terdapat di RS Islam Klaten. 
Pelayanan ICU merupakan instalasi perawatan bagi pasien dengan penangan 
khusus yang perlu pengawasan intensif. Didukung oleh dokter dan perawat 
berpengalaman dan bersertifikat ICU serta peralatan sesuai standar. Fasilitas 
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yang dimiliki RS Islam Klaten: 10 bed pasien, oksigen sentral, section sentral, 
ventilator, bed side monitor, infuse pump, dan syringe pump, serta sarana 
penunjang pelayanan ICU 24 jam.  
Selain pelayanan-pelayanan diatas terdapat pelayanan home care yaitu 
perawatan pasien di rumah dengan melibatkan anggota keluarga dalam proses 
perawatan dan penyembuhan pasien. Homecare ditunjukkan bagi pasien yang 
mengalami sakit kronis namun masih memerlukan perawatan oleh tenaga 
medis. Perawatan juga dibantu petugas kesehatan lainnya yang bisa 
didatangkan ke rumah. 
2. Pelayanan Keperawatan  
Rumah sakit memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien secara 
terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya pada pelayanan rawat jalan 
dan rawat inap. Pelayanan keperawatan terdiri dari keperawatan umum dan 
spesialis (seperti penyakit dalam, bedah, anak, maternias, jiwa, dan gawat 
darurat). Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan 
keperawatan dan kode etik. Pelayanan ini diberikan dengan metode proses 
keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnose, rencana, tindakan, dan 
evaluasi keperawatan.
90
  
Seluruh kegiatan keperawatan dicatat menyatu dalam rekam medik 
termasuk resume keperawatan pasien pindah atau pulang. Begitu pula di RS 
Islam Klaten yang memiliki 335 perawat dan 94 dokter (umum dan spesialis), 
pelayanan keperawatan yang dipimpin oleh seorang perawat yang teregristrasi, 
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memiliki kompetensi, berkualitas, berpengalaman, memiliki SIP (Surat Ijin 
Perawat) dan SIK (Surat Ijin Kerja), sudah terlatih untuk memberikan 
perawatan sesuai syariah. Dokter dan perawat di RS Islam Klaten, telah 
mengikuti berbagai pelatihan kesyariahan agar dapat memberikan pelayanan 
secara Islami kepada pasien muslim.
91
 
3. Pelayanan Penunjang Medis 
Secara umum, di rumah sakit memiliki pelayanan penunjang medis 
berupa instalasi radiologi, instalasi laboratorium pantologi, instalasi patalogi 
anatomi, instalasi farmasi, instalasi gizi, rekam medik, sterilisasi instrumen, 
dan pelayanan darah. Lalu, di RS Islam Klaten juga terdapat pelayanan 
penunjang medis seperti farmasi, laboratorium, radiologi, hemodialisa, rekam 
medis, sterilisasi instrumen, rehabilitasi medik, dan gizi. Berikut merupakan 
pelayanan penunjang medis di RS Islam Klaten, diantaranya: 
1. Farmasi. Di RS Islam Klaten dibedakan menjadi dua yaitu instalasi 
farmasi rawat inap dan instalasi farmasi rawat jalan yang semuanya 
melayani 24 jam. Instalasi farmasi rawat jalan terdiri dari instalasi rawat 
jalan lantai 1 IGD dengan pelayanan 24 jam dan instalasi farmasi rawat 
jalan lantai 1 & 2 POLI dengan pelayanan jam 08.00-20.00 WIB. 
2. Laboratorium. Di RS Islam Klaten terdapat fasilitas laboratorium 
diantaranya: Laboratorium klinik (seperti kimia klinik, hermatologi, faeces 
dan urine rutin, serologi dan endokrinologi, pemeriksaan analisa sperma); 
Mikrobiologi klinik (pemeriksaan mikroskopi, kultur kuman & jamur, 
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kultur dan test sensitivitas, dan pemeriksaan mikrobiologi terapan); dan 
Pantologi anatomi (pemeriksaan keganasan pada jaringan, pemeriksaan 
sitologi cairan, dan biopsy dengn aspirsi jarum halus). Ada pula pelayanan 
bank darah untuk pelayanan kebutuhan darah pasien yang bekerjasama 
dengan PMI Klaten. 
3. Radiologi. Fasilitas yang dimiliki berupa Pesawat X-Ray, Pesawat X-Ray 
Mobile, MSCT Scan, USG Color Doppler Dual Probe, Dental Panoramic, 
dan pesawat X-ray Flouroskopi. Pemeriksaan radiologi meliputi: 
pemotretan x-ray radiologi, Pemeriksaan radiologi khusus dengan obat 
kontras, foto gigi dan rahang, pemeriksaan menggunakan gelombang 
suara, dan lainnya.  
4. Hemodialisa. Instalasi ini memberikan pelayanan kepada pasien yang 
mengalami gangguan pada fungsi ginjal. Untuk membantu ekskresi atau 
membuang zat racun dalam tubuh dibantu dengan alat hemodialisa atau 
cuci darah.  
Pada pelayanan penunjang medis ini, di RS Islam Klaten juga terdapat 
pelayanan gizi dan rehabilitasi medis yang telah dijabarkan diatas. 
Selain itu rekam medis dan sterilisasi instrumen terdapat instalasi 
rekam medis dan instalasi CSSD (Central Sterile Supply Departement). Untuk 
rekam medis, di RS Islam Klaten terdapat instalasi rekam medis yang dengan 
tugas yaitu penyelenggaraan pendaftaran, pencatatan, pengolahan data, 
pelaporan, penyimpanan rekam medis, pelayanan administrasi umun, visum, 
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serta kegiatan pemasaran rumah sakit.
92
 Di RS Islam Klaten juga terdapat 
instalasi CSSD merupakan pusat steril di rumah sakit untuk menyediakan dan 
mendistribusikan alat atau barang steril guna keperluan rumah sakit. Instalasi 
CSSD ini gabung dengan pelayanan laudry di bawah direktorat penunjang 
medis dan non medis.     
4. Pelayanan Penunjang Non Medis 
Pelayanan penunjang non medis merupakan pelayanan yang meliputi 
pelayanan linen/laudry, instalasi pemeiharaan sarana rumah sakit, kamar 
jenazah, transportasi, pemadam kebakaran, penampungan air bersih, dan 
penegahan infeksi nosokomial. Begitu pula di RS Islam Klaten juga terdapat 
pelayanan-pelayanan penunjang non medis yang tersebut diatas. Diantara 
pelayanan-pelayanan tersebut yaitu: 
a) Linen/laudry: merupakan tempat pencucian linen (kain) yang dilengkapi 
dengan sarana seperti mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap, 
pengering, meja, dan mesin setrika. Laudry yang ada di RS Islam Klaten 
merupakan laundry yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI 
cabang Yogjakarta.
93
 Beberapa kriteria untuk laudry yaitu bersih, suci, 
terhindar dari najis, mengguakan detergen halal, pemisahan mesin cuci, 
dan menggunakan air yang memenuhi standar higienis. 
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b) Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit: di RS Islam Klaten pelayanan 
ini merupakan tanggung jawab dari instalasi PSRS (Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Rumah Sakit).  
c) Kamar jenazah. Untuk kamar jenazah di RS Islam Klaten dalam kondisi 
baik dan baru saja diresmikan tanggal 3 Juli 2018. Kamar jenazah hanya 
digunakan untuk memandikan dan transit jenazah saja.
94
 
d) Transportasi. Merupakan transportasi dalam proses merujuk, 
memindahkan atau pemulangan pasien rawat jalan maupun rawat inap 
untuk memenuhi kebutuhan pasien. Di RS Islam Klaten memberikan 
pelayanan transportasi berupa ambulance guna kebutuhan pasien dan 
ambulance di RS Islam Klaten sudah memenuhi unsur syariah dengan 
dilengkapi musik rohani (murotal Al-Qur‟an) dan musik-musik Islami 
lainnya.
95
 
e) Pemadam kebakaran. Untuk pemadam kebakaran, di RS Islam Klaten 
terdapat alat pemadam api ringan (APAR) di setiap lantai gedung. 
Terdapat 5 APAR dalam setiap lantai gedung. 
f) Penampungan air bersih. Untuk aii di RS Islam Klaten berasal dari tanah 
dan terdapat pula cadangan menggunakan air PDAM. Air sudah mendapat 
uji layak laboratorium dengan kriteria tidak berwarna, tidak bau, dan tidak 
ada rasa.   
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g) Pencegahan infeksi. Tentu di RS Islam Klaten telah menerapkan standar 
pedoman cuci tangan dan pedoman lain untuk pencegahan dan 
pengendalian infeksi. 
5. Pelayanan Administrasi 
Secara umum pelayanan administrasi meliputi informasi dan 
penerimaan pasien, keuangan, sumber daya manusia, keamanan, sistem 
informasi rumah sakit, dan pemasaran rumah sakit. Seluruh akad-akad sudah 
sesuai syariah. Akad-akad yang digunakan yaitu: 
a. Akad ijarah: antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, antara rumah 
sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium 
dan alat kesehatan.  
b. Untuk akad antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium dan 
kesehatan, bila berpindah kepemilikan maka akad ini disebut akad ijarah 
muntahiyah bi al-tamlik. 
c. Akad ba‟i: antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium maupun 
alat kesehatan, dan antara rumah sakit dengan pemasok obat. 
d. Akad mudharabah: antara rumah sakit sebagai pengelola dengan pemasok 
alat laboratorium dan alat kesehatan sebagai pemilik modal. 
e. Akad musyarakah muntanaqisah: antara rumah sakit dengan pemasok alat 
kesehatan dan alat laboratorim. 
f. Akad wakalah bi al-ujrah: antara rumah sakit dengan pemasok obat.  
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 Untuk pelayanan administrasi di RS Islam Klaten, pada pasien BPJS masih 
kurang memuaskan dikarenakan untuk pelayanan ini pasien memang harus 
menunggu lama dan sedikit rumit peraturan BPJSnya.
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6. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit 
Di RS Islam Klaten pengelolaan lingkungannya juga tertata rapi. 
Limbah rumah sakit berupa sisa jaringan tubuh manusia, yang mana di RS 
Islam Klaten terdapat tempat untuk memusnahkan sisa jaringan tubuh 
manusia. Tempat tersebut disebut sampah limbah infeksius. Untuk limbah 
infeksius seperti alat suntik atau sampah plastik, dimusnahkan sendiri dari 
pihak rumah sakit dengan cara dibakar. Untuk limbah infeksius seperti tumor, 
pihak rumah sakit bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memusnahkan 
limbah-limbah seperti itu. Untuk limbah infeksius seperti bagian tubuh 
manusia (amputasi), pihak rumah sakit menyerahkan ke pihak keluarga untuk 
dimakamkan pihak keluarga sendiri, namun bila meminta bantuan pihak 
rumah sakit untuk pemulasaran, rumah sakit siap melayani.
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E. Manajemen Rumah Sakit Islam Klaten 
Secara umum, manajemen rumah sakit setidaknya terdapat manajemen 
organisasi, manajemen modal insani, manajemen akuntansi dan keuangan, 
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manajemen pemasaran, manajemen fasilitas, dan manajemen mutu. Berikut 
merupakan manajemen yang ada di RS Islam Klaten:
98
 
1. Manajemen Organisasi 
Manajemen organisasi di RS Islam Klaten berbentuk organisasi lini 
dan staf, dimana asas komando tetap dipertahankan tetapi demi kelancaran 
tuags pemimpin dibantu oleh staf yang berperan memberi masukan, bantuan 
pikiran saran-saran, dan data yang dibutuhkan. Manajemen organisasi RS 
Islam Klaten terdiri dari pengurus yayasan, dewan pengawas syariah, 
penasehat lain, direksi rumah sakit (pengelola), divisi/bidang, organisasi 
pelaksana (instalasi, kelompok staf klinik, kelompok staf non klinik), 
organisasi pendukung/non struktural (satuan pemeriksa internal, komite 
medis, komite keperawatan, komite etik dan hukum RS, komite syariah, 
komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan komite/panitia/tim 
lainnya). Karena RS Islam Klaten merintis menjadi rumah sakit syariah maka 
terdapat komite syariah guna tetap menjaga seluruh operasional rumah sakit 
tetap dalam prinsip syariah. Komite di RS Islam Klaten terdiri ketua komite 
dan 4 anggota yang mengawasi bidang pelayanan, keperawatan, rohani, dan 
manajemen (divisi). Tugasnya yaitu pengawasan terhadap program yang 
diajukan dan pembinaan staf (pelatihan). Selain komite syariah, komite etik 
dan hukum juga berpengaruh di rumah sakit untuk itu rumah sakit harus 
memiliki kode etik rumah sakit syariah, begitu pula dengan RS Islam Klaten 
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yang telah mematuhi kode etik rumah sakit syariah dengan dirintisnya prinsip 
syariah dalam kegiatan operasional rumah sakit. 
Instalasi di RS Islam Klaten terdiri dari instalasi gawat darurat, 
instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap I & II, instalasi rawat intensif, 
instalasi bedah sentral, instalasi jantung, instalasi rekam medis, instalasi 
hemodialisa, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi CSSD, instalasi 
radiologi, instalasi PSRS, instalasi gizi, dan instalasi EDP. Sedangkan 
divisi/bidang meliputi divisi akuntansi dan perpajakan, divisi keuangan, divisi 
sumber daya manusia, divisi kerohanian, divisi humas & pemasaran, dan 
divisi umum & RT. 
Selain yang tersebut di atas, di RS Islam Klaten saat ini sedang dalam 
proses pengajuan untuk menjadi DPS. Terdapat 4 orang yang diajukan ke 
pemilik (yayasan) dan akan dipilih 2 orang yang akan menjadi DPS di RS 
Islam Klaten. Untuk sekarang yang mengawasi seluruh kegiatan rumah sakit 
yang menyangkut mengenai syariah masih berasal dari pemilik rumah sakit 
yaitu Dewan Syariah. Dewan Syariah di RS Islam Klaten tidak hanya 
mengawasi rumah sakit saja tetapi ada gedung-gedung lain yang diawasi, 
misal gedung Al-Mablur, ada BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), ada 
cabang rumah sakit Islam Cawas. Jadi, DPS dari DPS yayasan. Untuk 
kedepannya akan dipilih DPS dari RS Islam Klaten sendiri..   
2. Manajemen Modal Insani 
Manajemen modal insani, di RS Islam Klaten disebut dengan divisi 
sumber daya manusia (SDM). Tugas di divisi SDM yaitu perencanaan 
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ketenagaan, rekruitmen, seleksi, orientasi pelatihan pendidikan pengembangan 
karir, penilaian kinerja, kompetensi, kompensasi, hubungan ketenagakerjaan 
penyusunan perjanjian kerja pemeriksaan disiplin, dan pemeliharaan 
ketenagaan rumah sakit. Di RS Islam Klaten dalam rekrutmen, 
pengembangan, dan pengelolaan karir seluruh staf sesuai dengan prinsip 
syariah. Misal, saat perekrutan staf terdapat tes ibadah tertulis maupun 
praktiknya.  
Selanjutnya, di manajemen SDM juga mengatur mengenai sanksi, 
imbalan, dan penilaian staf. Sanksi bila ada staf yang melanggar diberikan 
pembinaan moral dan kerohanian, bila masih melanggar ada Surat Peringatan I 
sampai ke III. Untuk imbalan tentu ada gaji dan ada pula imbalan lain seperti 
umroh staf bagi yang sudah lama bekerja di RS Islam Klaten serta melalui tes-
tes yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam manajemen modal insane ini di RS 
Islam Klaten terdapat pelatihan yang mengenalkan kepada para staf/karyawan 
untuk mengenalkan pelayanan rumah sakit secara umum termasuk didalamnya 
memuat nilai-nilai agama. Dalam manajemen ini, mengatur pula kode etik 
dokter di rumah sakit syariah, begitu pula di RS Islam Klaten seluruh dokter 
juga mematuhi kode etik dokter rumah sakit syariah. 
Selain itu, divisi ini melakukan kegiatan bagi seluruh karyawan untuk 
mengikuti pelatihan (mandatory training) dengan muatan kurikulum 
keagamaan seperti: 
a) bimbingan salat bagi pasien, bahwa setiap dokter/staf/diutamakan 
perawat untuk membimbing salat pasien dengan menandai buku 
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kerohanian pengingat waktu salat. Buku ini diberikan kepada pasien dari 
masuk ke rumah sakit sampai pulang. 
b) doa pre-operasi, bahwa setiap melakukan aktivitas tindakan ke pasien 
dokter/perawat harus mengucapkan basmallah dan bila telah selesai 
mengucap hamdallah. Terlebih lagi bila melakukan tindakan operasi maka 
harus berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh operator. 
c) tayamum, setiap perawat/dokter/staf harus mengetahui tata cara 
tayamum dikerenakan di rumah sakit pasti akan ada pasien yang tidak 
mampu untuk berdiri untuk wudlu, atau bahkan tidak boleh terkena air, 
untuk itu di rumah sakit syariah para dokter/perawat/staf wajib tahu 
mengenai tata cara tayamum.  
d) talqin, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pendampingan pasien 
tahap terminal (saat sakaratul maut) oleh salah satu staf 
kerohanian/dokter/perawat. Akan tetapi, dapat pula pihak keluarga untuk 
mendampingi pasien sakaratul maut dengan talqin.  
e) hijab pasien, hal ini wajib untuk pasien muslim harus mengenakan 
hijab atau pakaian guna menutup aurat. Hijab biasanya diberikan dari 
pasien masuk sampai pulang. Biasanya pasien diberi edukasi terlebih 
dahulu. Pada saat operasipun penggunaan hijab/pakaian menutup aurat 
juga wajib digunakan untuk pasien muslimah maupun pasien muslim. 
Penggunaan hijab/pakaian penutup aurat juga wajib untuk ibu menyusui. 
Hal tersebut wajib disediakan pihak rumah sakit. Akan tetapi penggunaan 
hijab di RS Islam Klaten, belum sepenuhnya dilaksanakan dan dapat 
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diterima oleh pasien, karena ada pasien yang keberatan dan ada pasien 
yang belum ditawari menggunakan hijab/pakaian menyusui dikarenakan 
mungkin pasien sudah memakai hijab sendiri.
99
 Adapun hijab untuk 
diruang operasi yang bermakna penutup aurat. Pasien diberi pakaian yang 
menutupi aurat saat diruang operasi baik pasien muslim maupun 
muslimah.
100
 Jadi, ada dua jenis penutup aurat disini yaitu hijab yang 
bermakna kerudung yang digunakan oleh pasien di ruang rawat inap dan 
hijab yang bermakna pakaian penutup aurat untuk pasien di ruang operasi. 
f) fikih darah wanita, para dokter/perawat/staf dapat membedakan darah 
yang keluar dari tubuh wanita. Jadi, dapat melakukan tindakan secara 
syariah dengan pengetahuan fikih tersebut. 
Di RS Islam Klaten telah mewajibkan seluruh 
staf/karyawan/dokter/perawat mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, pihak rumah 
sakit untuk hal ini tidak hanya melibatkan divisi kerohanian saja, akan tetapi 
seluruh staff/karyawan/dokter/perawat rumah sakit harus terlibat di dalamnya, 
mengetahui segala sesuatu tentang fikih ibadah.
101
   
3. Manajemen Akuntansi dan Keuangan 
Manajemen akuntansi dan keuangan di RS Islam Klaten terbagi 
menjadi dua divisi yaitu divisi akuntansi & perpajakan, dan divisi keuangan. 
Divisi akuntansi dan perpajakan bertanggung jawab terhadap proses verifikasi, 
pencatatan, jurnal dan posting transaksi keuangan dalam rangka penyusunan 
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laporan akuntansi keuangan yang bisa dipertangungjwabkan sesuai dnegan 
standar akuntansi yang telah ditetapkan. Sedangkan, divisi keuangan 
bertanggung jawab terhadap proses penerimaan dan pengeluaran kas, 
pengaturan jadwal pengeluaran kas serta proses administrasi piutang/billing 
pasien rumah sakit. 
Di RS Islam Klaten terdapat SIM (Sistem Informasi Manajemen). SIM 
yaitu sistem yang telah berbasis komputer untuk mengolah data-data medik 
maupun data administrasi yang dimiliki rumah sakit. Bahwa SIM ini dapat 
memperkecil kesalahan, verifikasi data, dan penataan rekening rawat inap. 
Untuk perhitungan billing pasien dilakukan oleh perawat dari ruangan data 
masuk ke rekening, dan sebelum pulang diverifikasi data terlebih dahulu 
dengan SIM.
102
 Selain itu, di RS Islam Klaten apabila pasien tidak mampu 
bayar maka rumah sakit memberikan bantuan 10% kepada pasien dan bantuan 
yang diambilkan dari dana zakat. Hal tersebut tergantung kondisi pasiennya 
dengan menyurvei dahulu oleh UPZ. 
4. Manajemen Pemasaran 
Manajemen pemasaran, di RS Islam Klaten terdapat pada divisi humas 
dan pemasaran. Divisi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
humas, informasi umum untuk pelayanan pasien, mempublikasikan pelayanan 
rumah sakit dalam rangka pemasaran, mengkoordinir pelayanan front office, 
dan informasi/operator rumah sakit. Di RS Islam Klaten dalam pemasaran 
rumah sakitnya terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariah. 
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Pemasaran yang dilakukan dengan jujur, penyampaian mengenai produk 
rumah sakit apa adanya, disampaikan dengan komunikasi yang baik, dan 
produk tidak bertentangan dengan syariah. Pemasaran rumah sakit dilakukan 
melalui kegiatan yang positif melalui panitia zakat seperti bakti sosial, khitan, 
pengobatan gratis, dan renovasi rumah. Pemasaran yang dilakukan di website 
tidak boleh manampilkan aurat dan sesuai dengan kaidah yang telah 
ditetapkan.
103
 
5. Manajemen Fasilitas 
Manajemen fasilitas, di RS Islam Klaten terdapat pada divisi 
pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. Divisi ini bertanggung jawab 
terhadap proses pemeliharaan gedung, bangunan, peralatan, kendaraan, genset, 
sanitasi, dan lingkungan, serta laudry di rumah sakit agar dapat berjalan sesuai 
dengan visi, misi, dan motto rumah sakit berprinsip syariah. Terdapat tempat 
ibadah dan fasilitas ibadah yang ada di RS Islam Klaten ada 1 masjid besar 
berada di luar ruang perawatan, di setiap lantai rumah sakit terdapat 1 tempat 
ibadah. 
6. Manajemen Mutu 
Menajemen mutu, di RS Islam Klaten terdapat pada komite mutu 
rumah sakit. Komite ini merupakan satuan kerja organisasi fungsional 
pendukung yang bertugas menyelenggarakan program peningkatan mutu di 
rumah sakit secara lintas fungsi dan berkesinambungan dalam mencapai 
derajat mutu yang optimal. Caranya yaitu setelah pasien pulang, penanggung 
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jawab mutu menyerahkan buku rekapan dari pasien ke panitia mutu, setelah 
itu ke direktur lalu direktur merekap semua setelah itu diserahkan ke 
yayasan.
104
  
 
F. Produk-Produk di RS Islam Klaten 
Produk-produk yang ada di RS Islam Klaten meliputi obat-obatan, 
makanan, minuman, kosmetika, barang gunaan, dan pengelolaan dana RS 
Islam Klaten (lembaga keuangan). Berikut merupakan produk-produk di RS 
Islam Klaten, meliputi: 
1. Obat-obatan, Makanan, Minum, Kosmetika, 
dan Barang Gunaan 
Dalam rumah sakit syariah ada ketentuan mengenai obat-obatan, 
makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan. Dimana semua 
ketentuan tersebut harus halal dan tekah mendapat sertifikat halal dari 
MUI, kecuali dalam kondisi terpaksa/darurat maka penggunaan barang 
khususnya obat wajib sesuai prosedur informed consent. Begitu pula di RS 
Islam Klaten, obat sudah ada menggunakan yang halal dan ada sertifikat 
halalnya, akan tetapi dulu masih ada satu obat yang ada unsur haramnya 
seperti obat jantung. Namun, saat ini penggunaan obat sudah aman dan 
sesuai syariah.
105
 Dalam resep, plastik pembungkus obat pun diberikan 
dokumen pendukung yang memuat pesan-pesan Islami. Di RS Islam 
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Klaten plastik wadah obat tercantum ayat Al-Qur‟an yaitu Surah Asy-
Syu‟ara‟ ayat 80 yang artinya “dan apabila aku sakit, dialah yang 
menyembuhkanku”, disamping itu petugas saat memberikan obat ke 
pasien juga menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan bila memberikan 
obat harus mengucapkan basmallah dan diakhiri hamdallah. 
106
 
Mengenai makanan, bahwa di RS Islam Klaten makanan yang 
diberikan kepada pasien diolah sendiri oleh pihak rumah sakit dengan 
memenuhi unsur halal, higienis, dan aman. Adapun bahan-bahan makanan 
dipilah satu persatu dan dilaporkan ke MUI untuk dites kehalalannya, 
untuk RS Islam Klaten sudah memenuhi unsur halal. Untuk bahan 
makanan kritis seperti daging, RS Islam Klaten bekerjasama dengan 
rekanan (pihak ke 2) yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI di cara 
penyembelihannya. 
Mengenai minuman, hal ini berkaitan dengan sumber air yang 
digunakan di RS Islam Klaten, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa sumber air berasal dari air tanah dan ada cadangan air berasal dari 
PDAM. Untuk air bersih ini sudah melalui uji laboratorium dengan 
kategori tidak ada rasa, tidak berwarna, dan tidak bau. 
107
 
 
 
                                                          
106
 Observasi situasi dan kondisi di RS Islam Klaten, Klaten, 22 Desember 2018. 
107
 Mukhlis Zuhdy, Selaku Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Islam Klaten, 
Wawancara Pribadi, 3 Desember 2018, jam 10.00-12.15 WIB. 
84 
 
84 
 
2. Penempatan, Penggunaan, dan 
Pengembangan Dana Rumah Sakit 
Mengenai penggunaan jasa lembaga keuangan syariah, pengelolaan 
aset, dan pengelolaan ZIS (ZIS) di rumah sakit syariah, harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Di RS Islam Klaten, kerja sama dengan 
lembaga keuangan syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Jateng 
Syariah, dan Bank Muamalat. Adapun bank konvensional yang digunakan 
seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BPD konvensional. untuk bank yang 
konvensional masih digunakan untuk kegiatan operasional dimana bunga 
bank akan dimasukkan ke rekening dana kebajikan (dana sosial).
108
 
Asuransi yang digunakan yaitu masih BPJS Ketenagakerjaan karena itu 
wajib dari pemerintah. Untuk asuransi dari pasien memang pihak rumah 
sakit dapat mentolerir karena memang pasien yang datang banyak dan bila 
memakai asuransi kesehatan yang konvensional rumah sakit pun melayani, 
biasanya banyak pasien yang memakai BPJS Kesehatan.
109
   
 
G. Alur Pelayanan Pasien dan Kepulangan Pasien Rawat 
Di setiap rumah sakit pasti memberikan pelayanan kepada pasien. 
Dalam pemberian pelayanan tersebut, pasien harus melalui alur ang telah 
ditetapkan di rumah sakit tersebut. begitu pula dengan RS Islam Klaten yang 
memberikan pelayanan kepada pasien sesuai alur yang telah ditetapkan. 
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Berikut merupakan alur pelayanan pasien yang secara umum sama dengan 
pelayanan pasien di RS Islam Klaten: 
Gambar 3.2 Alur Pelayanan Pasien 
 
 
  
   Rawat jalan 
 
 
 
 
 
 Dipulangkan/dirujuk  meninggal  
 
 
Keterangan: 
Pasien datang ke RS bisa melalui rujukan RS lain, dokter, puskesmas, 
polisi, datang sendiri, dan/atau diantar pihak lain. Selanjutnya, pasien dapat 
menuju ke IGD bila mereka merasa kegawardaruratan dan/atau kedaruratan, 
selain itu pasien juga bisa datang ke poliklinik. Pelayanan di poliklinik dan 
IGD meliputi pemeriksaan medik dan penunjang medic seperti laboratorium, 
rontgen, USG, dan lainnya.  
Bila pasien diindikasikan rawat inap maka pasien dapat ke bagian 
pendaftaran rawat inap, kemudian ke ruang rawat inap yang telah ditetapkan. 
Pasien datang ke RS melalui: rujukan RS lain, dokter, 
puskesmas, polisi, datang sendiri, diantar pihak lain 
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Untuk keadaan tertentu, pasien bisa dibawa ke kamar bedah atau kamar 
bersalin. Namun, bila dokter di IGD atau di poliklinik menetapkan pasien 
cukup dengan rawat jalan, maka dokter akan memberikan resep untuk dibawa 
menuju instalasi farmasi, lalu menyelesaikan pembayaran, dan pasien bisa 
pulang.  
Bila pasien yang rawat inap telah diindikasikan rawat jalan, 
pemulangan pasien dipersiapkan petugas rumah sakit dan selanjutnya keluarga 
pasien menyelesaikan pembayaran di kasir. Bila pasien yang meninggal dunia 
di rumah sakit untuk sementara di ruang rawat inap atau IGD, kemudian 
dibawa ke kamar jenazah. Lama tidaknya pasien boleh dirawat inap atau IGD 
tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit.
110
 
Untuk kepulangan pasien dilakukan berdasarkan perintah dari Dokter 
Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau dokter yang merawat pasien. Bila 
karena alasan medis dokter belum mengijinkan pulang akan tetapi pasien tetap 
ingin pulang, maka pasien harus menandatangani form pulang Atas 
Permintaan Sendiri (APS) setelah mendapat penjelasan tentang hal-hal yang 
perlu diperhatikan terkait pemulangan. 
Saat direncanakan pulang, maka pasien harus tahu mengenai instruksi 
perawatan lanjutan selama dirumah, kontrol berikutnya yang diperlukan, 
petunjuk mengenai obat-obatan yang perlu dilanjut dan dihentikan, kondisi 
darurat terkait penyakit dan apa yang harus dilakukan jika ada kondisi 
tersebut, serta nomor telepon rumah sakit untuk dihubungi bila memiliki 
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pertanyaan. Selain itu, ada regulasi terkait kepulangan pasien antara lain 
pasien akan mendapat informasi bahwa pasien telah diperbolehkan pulang dari 
petugas di nurse station, informasi biaya rawat inap diperoleh di piñata 
rekening dan diselesaikan di kasir rawat jalan lantai I pada jam 07.00-18.00 
WIB dan kasir IGD pada jam 18.00-07.00 WIB dan hari libur, serta 
penambahan biaya kamar dilakukan bila kepulangan melebihi 1 jam atau 60 
menit setelah proses administrasi selesai.
111
 
 
H. Tata Tertib dan Waktu Berkunjung 
Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan pasien, maka kunjungan 
dilakukan saat jam berkunjung, dilakukan secara bergantian, tidak berbicara 
keras, dan segera meninggalkan ruang perawatan bila jam kunjung usai. 
Hubungi perawat bila pasien/keluarga ingin membatasi kunjungan; atau bila 
untuk sementara waktu pasien/keluarga belum dapat menerima kunjungan 
kerabat. Apabila berkunjung, terlebih dahulu melihat kondisi badan kita, 
apakah tidak fit, sedang flu, atau demam. Waktu berkunjung di RS Islam 
Klaten, yaitu: jam kunjung bangsal  untuk siang pukul 11.00-13.00 WIB, dan 
sore pukul 17.00-19.00 WIB. Adapun tata tertib pengunjung, yaitu:
112
 
1. Maksimun 2 orang untuk mengunjungi pasien pada waktu yang sama. 
2. Anak-anak dibawah 11 tahun tidak diperbolehkan berkunjung di ruang 
rawat inap RS Islam Klaten, karena tubuh yang rentan tertular penyakit. 
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 http://www.rsislamklaten.co.id/index.php/module-styles/kepulangan-pasien-rawat, 
diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 23.49 WIB. 
112
 http://www.rsislamklaten.co.id/index.php/module-styles/tata-tertib-waktu-
berkunjung, diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 15.00. 
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3. Pengunjung dilarang merokok di lingkungan rumah sakit, membawa 
senjata api dan senjata tajam, membawa/memakai minuman keras dan obat 
terlarang, membuat kegaduhan, berjualan, merusak barang bangunan 
taman rumah  sakit serta membuang sampah dan meludah sembarangan. 
4. Pengunjung diharapkan dapat ikut menajag ketenangan pasien, saat masuk 
ke kamar pasien secara bergantian, tidak terlalu lama mengajak bicara 
pasien, tidak membuat kegaduhan, tidur atau di tempat tidur pasien. 
5. Pengunjung dilarang mengambil gambar pasien tanpa ijin pasien atau 
petugas rumah sakit. 
6. Khusus pengunjung pasien ICU, ICCU, stroke, dan ruangan intensif 
lainnya wajib menggunakan baju khusus pengunjung yang telah 
disediakan dan melepas alas kaki sebelum masuk ke ruang pasien. 
7. Pengunjung yang datang di luar jam kunjung diperbolehkan masuk dengan 
pertimbangan khusus (misal keluarga inti pasien yang baru datang dari 
jauh), dan harus melalui satpam untuk dapat kartu identias pengunjug dan 
dilakukan pencatatan, dengan meninggalkan KTP/kartu identitas lain.  
 
I. Kewajiban dan Hak  
1. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit 
a. Kewajiban Rumah Sakit113 
1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit 
kepada masyarakat; 
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 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 ayat 1 
huruf a-t. 
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2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan 
pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit; 
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanannya; 
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 
bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu 
atau miskin; 
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan 
fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat 
darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban 
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan 
kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 
8. Menyelenggarakan rekam medis; 
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain 
sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, 
wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; 
10. Melaksanakan sistem rujukan; 
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar 
profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; 
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12. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak 
dan kewajiban pasien; 
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 
14. Melaksanakan etika rumah sakit; 
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan 
bencana; 
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara 
regional maupun nasional; 
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran 
atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit 
(hospital by laws); 
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas 
rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan 
20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan 
tanpa rokok. 
 
b. Hak Rumah Sakit  
1. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia 
sesuai dengan klasifikasi rumah sakit; 
2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, 
insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
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3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan; 
4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
5. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 
6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan; 
7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit public dan rumah 
sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. 
2. Kewajiban dan Hak Pasien 
a. Kewajiban Pasien114 
1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib; 
2. Memenuhi segala instruksi dokter dalam pengobatannya; 
3. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 
kesehatannnya; 
4. Pasien dan/atau penanggungnya memenuhi segala kewajiban yang 
telah ditandatangani. Bertanggung jawab dalam hal penolakan 
pengobatan atau tindakan medis atau pulang paksa. 
b. Hak Pasien 115 
                                                          
114
 http://www.rsislamklaten.co.id/index.php/module-styles/hak-dan-kewajiban-
pasien-dan-keluarga-pasien, diakses pada tanggal 20 November 2018. 
115
 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 ayat 1 
huruf a-r. 
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1. Memperoleh informasi mengenai tatatertib dan peraturan yang 
berlaku di rumah sakit; 
2. Memperoleh nformasi tentang hak dan kewajiban pasien; 
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 
diskriminasi; 
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 
standar profesi dan standar prosedur operasional; 
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 
terhindar dari kerugian fisik dan materi; 
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya 
dan peraturan yang berlaku di rumah sakit; 
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada 
dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam 
maupun di luar rumah sakit; 
9. Mendapatkan privasi da kerahasiaan penyakit yang diderita 
termasuk data-data medisnya; 
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 
medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko, dan 
komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan 
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 
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11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 
dideritanya; 
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 
13. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya 
selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 
perawatan di rumah sakit; 
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit 
terhadap dirinya; 
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 
agama dan kepercayaan yang dianutnya; 
17. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit 
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
baik secara perdata ataupun pidana; dan  
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 107/DSN-MUI/X/2016 
TENTANG PEDOMAN  PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT 
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH dan KESESUAIAN ANTARA 
FATWA DSN MUI NOMOR 107 TAHUN 2016 DENGAN 
IMPLEMENTASINYA RS ISLAM KLATEN 
  
B. Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di 
Rumah Sakit Islam Klaten 
Syariah saat ini banyak digunakan dalam setiap lini kehidupan 
manusia. Belakangan ini santer terdengar mengenai rumah sakit syariah. 
Rumah sakit syariah saat ini menjadi tren di kalangan pihak-pihak yang 
berkecimpung di dunia kesehatan dan rumah sakit. Saat ini banyak rumah 
sakit-rumah sakit khususnya rumah sakit Islam yang berusaha menjadikan 
rumah sakit Islam lebih mempererat nilai-nilai syariah di dalam setiap lini 
rumah sakit.  
Sertifikat syariah merupakan serifikat untuk mengakui bahwa sistem 
yang digunakan dalam rumah sakit Islam benar-benar diterapkan nilai-nilai 
syariah di dalamnya. Saat ini, masih banyak rumah sakit Islam yang belum 
begitu kuat menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aktifitas rumah 
sakitnya. Salah satu rumah sakit Islam yang saat ini merintis menguatkan 
nilai-nilai syariah di dalamnya yaitu RS Islam Klaten. 
RS Islam Klaten merupakan salah satu rumah sakit Islam yang sedang 
berusaha untuk mendapatkan sertifikat syariah dari DSN-MUI, karena RS 
Islam Klaten ingin benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah secara 
keseluruhan di dalam kegiatan rumah sakit. Ada banyak standar yang harus 
dipenuhi untuk mendapat sertifikat syariah tersebut. Pada tahun 2016, DSN-
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MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.  
Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh sebuah rumah sakit untuk bisa dikategorikan sesuai dengan 
syariah, yaitu: 
3. Ketentuan terkait Akad 
Terdapat enam akad yang harus dipenuhi oleh rumah sakit agar 
dapat dikategorikan sebagai rumah sakit syariah. Akad-akad tersebut yaitu: 
g. Akad ijarah: antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, antara 
rumah sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat 
laboratorium dan alat kesehatan.  
h. Untuk akad antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium dan 
kesehatan, bila berpindah kepemilikan maka akad ini disebut akad 
ijarah muntahiyah bi al-tamlik. 
i. Akad ba‟i: antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium 
maupun alat kesehatan, dan antara rumah sakit dengan pemasok obat. 
j. Akad mudharabah: antara rumah sakit sebagai pengelola dengan 
pemasok alat laboratorium dan alat kesehatan sebagai pemilik modal. 
k. Akad musyarakah muntanaqisah: antara rumah sakit dengan pemasok 
alat kesehatan dan alat laboratorim. 
l. Akad wakalah bi al-ujrah: antara rumah sakit dengan pemasok obat.  
Akad-akad yang tersebut diatas merupakan akad-akad yang harus 
ada di rumah sakit syariah. Di RS Islam Klaten sudah menerapkan akad-
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akad tersebut sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang 
akad-akad tersebut diatas serta sudah diterapkan sesuai dengan kata-kata 
Islam (misal: ijarah, ajir, musta‟jir) dalam perjanjian-perjanjian yang 
dilakukan di rumah sakit.
116
  
4. Ketentuan terkait Pelayanan 
 Ada 13 ketentuan terkait pelayanan yang harus dipenuhi oleh 
rumah sakit syariah, antara lain: 
a. Hak dan kewajiban wajib dipenuhi oleh rumah sakit dan semua pihak 
yang berkepentingan dengan sebaik-baiknya.  
Hak dan kewajiban di RS Islam Klaten sudah dipenuhi oleh 
masing-masing pihak yang berkepentingan. Salah satunya, pasien 
sedikit atau hampir tidak ada yang komplain mengenai pelayanan di 
RS Islam Klaten. Hak dan kewajiban ini di RS Islam Klaten dibuat 
dalam bentuk banner, sehingga pasien dapat melihat, membaca, dan 
tahu mengenai hak dan kewajibannya.
117
  
b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway (CP), dan/atau standar 
pelayanan yang berlaku. 
Tentunya rumah sakit harus memberikan dan menangani 
pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, karena jika tidak akan 
menimbulkan malapraktik. Begitu pula dengan RS Islam Klaten yang 
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 Dr. Hajar, Selaku Kepala Divisi SDM Rumah Sakit Islam Klaten, Wawancara 
Pribadi, 28 November 2018, jam 13.50-14.30 WIB. 
117
 Observasi situasi dan kondisi di RS Islam Klaten, Klaten, 22 Desember 2018. 
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telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku 
sehingga pelayanan kepada pasien bisa memuaskan.
118
 Untuk baru-
baru ini terdapat standar pelayanan terbaru di RS Islam Klaten bahwa 
RS Islam Klaten telah menyediakan pelayanan berbasis syariah yang 
dirintis sejak 2 tahun yang lalu. Tentunya, peraturan syariah tersebut 
wajib dan sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terbukti 
dengan diadakannya tahap pra survei dari MUKISI pusat yang menilai 
standar pelayanan syariah yang berlaku di RS Islam Klaten mendapat 
nilai 89% dan mendapat predikat terbaik. Tahap pra survei 
dilaksanakan 10 November 2018 oleh MUKISI pusat beranggotakan 5 
orang.
119
  
c. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 
pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. 
Aspek kemanusiaan ditunjukkan dengan pelayanan pasien 
yang tidak mampu bayar, bahwa pasien di RS Islam Klaten apabila 
tidak mampu bayar maka rumah sakit memberikan bantuan 10% 
kepada pasien dan bantuan yang diambilkan dari dana zakat. Hal 
tersebut tergantung kondisi pasiennya dengan menyurvei dahulu oleh 
UPZ. Selain itu, diskriminasi tidak boleh terjadi di sebuah rumah sakit, 
hal tersebut sudah jelas dijabarkan dalam undang-undang.  
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 Mirawati, Selaku Pasien Rumah Sakit Islam Klaten, Wawancara Pribadi, 22 
Oktober 2018, jam 12.00-13.00 WIB. 
119
 Mukhlis Zuhdy, Selaku Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Islam Klaten, 
Wawancara Pribadi, 3 Desember 2018, jam 10.00-12.15 WIB. 
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Begitu pula di RS Islam Klaten tidak memandang ras, suku, 
dan agama, semua pasien yang berobat di RS Islam Klaten tentu akan 
dilayani sesuai kebutuhan pasien. Misal, pasien non-muslim yang akan 
mendatangkan rohaniawannya ke RS maka pihak rumah sakit tetap 
mengijinkan, dengan catatan tidak mengganggu pasien lain. Ada pula, 
apabila mereka menginginkan pemulasaran jenazah, RS Islam Klaten 
juga melayaninya.
120
   
d. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, 
santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang transparan dan berkualitas. 
Hal yang satu ini ditunjukkan dengan pelayanan keperawatan, 
yang mana perawat, dokter, dan staf yang ada di rumah sakit harus 
menunjukkan sikap yang sopan. Santun, dan ramah kepada pasiennya. 
Karena rumah sakit merupakan instansi pelayanan kasehatan, maka 
rumah sakit harus memberikan efek positif kepada pasien agar lekas 
sembuh. Begitu pula yang ada di RS Islam Klaten, bahwa perawat, 
dokter, dan staf yang ada di RS tersebut memiliki sifat/sikap yang 
sopan, santun, dan ramah kepada pasiennya. ini ditunjukkan dengan 
pasien yang merasa nyaman di RS tersebut.
121
 Serta pelayanan yang 
                                                          
120
 Mukhlis Zuhdy, Selaku Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Islam Klaten, 
Wawancara Pribadi, 3 Desember 2018, jam 10.00-12.15 WIB. 
121
 Galib, Selaku Pasien Rumah Sakit Islam Klaten, Wawancara Pribadi, 9 Desember 
2018, jam 14.00 WIB. 
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transparan dan berkualitas, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 
pasien yang berkunjung ke RS Islam Klaten.
122
 
e. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran 
dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien. 
Bahwa di RS Islam Klaten terdapat SIM (Sistem Informasi 
Manajemen). SIM yaitu sistem yang telah berbasis komputer untuk 
mengolah data-data medik maupun data administrasi yang dimiliki 
rumah sakit. Bahwa SIM ini dapat memperkecil kesalahan, verifikasi 
data, dan penataan rekening rawat inap. Untuk perhitungan billing 
pasien dilakukan oleh perawat dari ruangan data masuk ke rekening, 
dan sebelum pulang diverifikasi data terlebih dahulu dengan SIM.
123
   
f. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual 
keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 
Bahwa di RS Islam Klaten belum lama ini terdapat divisi 
kerohanian. Divisi kerohanian ini dibagi menjadi beberapa bidang 
diantara bidang yang pokok yaitu lembaga ketakmiran, pemulasaraan 
jenazah, dan pendampingan spiritual pasien. Ketakmiran merupakan 
mengurus tempat ibadah dan fasilitas ibadah yang ada di RS Islam 
Klaten terdapat 1 masjid besar berada di luar ruang perawatan, di 
setiap lantai rumah sakit terdapat 1 tempat ibadah. Adapun kegiatan 
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 Istiyarjoko, Selaku Bagian Diklat Rumah Sakit Islam Klaten, Wawancara Pribadi, 
20 Oktober 2018, jam 10.40-11.30 WIB. 
123
 Mukhlis Zuhdy, Selaku Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Islam Klaten, 
Wawancara Pribadi, 3 Desember 2018, jam 10.00-12.15 WIB. 
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yang dilakukan seperti pengajian dan khotbah Jumat. Tempat ibadah di 
RS Islam Klaten pun sudah disurvei dari Depag.  
Lalu mengenai pemulasaraan jenazah, RS Islam Klaten juga 
memberikan pelayanan untuk memandikan, mengkafani, dan 
mensalatkan jenazah sesuai dengan standar syariah. Untuk 
mengawetkan jenazah, RS Islam Klaten bekerjasama dengan RS 
Tegalyoso, karena membutuhakan investasi yang besar untuk 
penyediaan perlengkapan pengawetan jenazah sedangkan kasusnya 
sangat sedikit. 
Mengenai pendampingan spiritual pasien, divisi kerohanian 
memberikan pelayanan untuk pendampingan spiritual pasien risiko 
tahap tinggi, tahap terminal dan ada bimbingan rohani Islam kepada 
pasien. Untuk pasien tahap tinggi, RS Islam Klaten memberikan 
pelayanan psikospiritual dengan menjelaskan perlakuan secara Islami 
kepada penderita penyakit Hemodialisa, HIV, dan kanker stadium 
lanjut. Untuk pasien tahap terminal (sakaratul maut), RS Islam Klaten 
memberikan pelayanan kepada pasien terdampingi dengan talqin. Hal 
tersebut agar pasien dapat meninggal dengan mengucap kalimat “laa 
ilaaha ilallah” (membimbing dengan melafalkan secara berulang-
ulang). 
Selain itu, pendampingan spiritual pasien juga diberikan 
pelayanan pendampingan kepada pasien yang mempunyai permintaan 
khusus yaitu ruqyah syar‟iyah. Bahwa RS Islam Klaten menyediakan 
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pelayanan ini kepada pasien yang memiliki kasus berkaitan dengan 
gangguan makhluk halus, sihir, atau semacam keduanya, yang pada 
umumnya pelayanan kedokteran konvensional tidak mampu 
dikelola.
124
 
g. Semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit wajib 
dipenuhi oleh pasien dan penanggung jawab pasien. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di RS Islam 
Klaten seluruh peraturan dan prosedur sudah dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Misalnya, standar prosedur operasional 
penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien sudah dilaksanakan 
dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya komplain dari 
pasien.  
Adapun salah satu kasus komplain dari pasien yaitu bahwa 
rumah sakit yang menerapkan prinsip syariah harus menyediakan TV 
Islami, akan tetapi ada pula pasien yang komplain.   Mungkin ada rasa 
keberatan dari pasien untuk pemakaian hijab (termasuk peraturan di 
RS Islam Klaten), misal untuk ibu menyusui diwajibkan mengenakan 
baju dan hijab menyusui akan tetapi ada pasien yang merasa keberatan 
mengenakannya karena pasien takut/khawatir bila bayinya akan 
merasa gelisah bila sedang diberi ASI.  
Namun, terkadang terdapat kesalahan yang justru berasal dari 
internal rumah sakit. Misal, terdapat ketentuan untuk mengisi buku 
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 Mukhlis Zuhdy, Selaku Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Islam Klaten, 
Wawancara Pribadi, 3 Desember 2018, jam 10.00-12.15 WIB. 
102 
 
102 
 
kerohanian pasien mengingatkan waktu salat, akan tetapi ada perawat 
yang mengisi buku kerohanian pasien untuk mengingat waktu salat 
padahal pasien sendiri beragama non-muslim. Jadi, hal seperti itu yang 
pernah terjadi di RS Islam Klaten.
125
 
Apabila ada konflik, keluhan, atau perbedaan pendapat seperti 
diatas maka pihak rumah sakit memberikan penyelesaian dengan cara 
berdamai atu musyawarah mencapai mufakat secara syariah.  
h. Rumah sakit, pasien, dan penanggung jawab pasien wajib 
mewujudkan akhlak karimah. 
Bahwa di RS Islam Klaten terdapat kebijakan dan pedoman 
mutu tentang pemeliharaan aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. 
Terdapat pula kode etik yang harus dipenuhi. Kode etik tersebut ada 
kode etik rumah sakit syariah dan kode etik dokter. Adanya kode etik 
tersebut maka rumah sakit memiliki serangkaian prinsip-prisnip 
aqidah, syariah, dan akhlak Islam. Begitu pula pasien dan penanggung 
jawab pasien juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku sesuai 
syariah sehingga dapat mewujudkan akhlak karimah serta dapat 
berdampak positif terhadap penyembuhan pasien.
126
 
i. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, 
risywah, zhulm, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. 
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Bahwa di RS Islam Klaten dalam pemasaran rumah sakitnya 
terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariah. Pemasaran 
yang dilakukan dengan jujur, penyampaian mengenai produk rumah 
sakit apa adanya, disampaikan dengan komunikasi yang baik, dan 
produk tidak bertentangan dengan syariah. Pemasaran rumah sakit 
dilakukan melalui kegiatan yang positif melalui panitia zakat seperti 
bakti sosial, khitan, pengobatan gratis, dan renovasi rumah. Pemasaran 
yang dilakukan di website tidak boleh manampilkan aurat dan sesuai 
dengan kaidah yang telah ditetapkan.
127
  
j. Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
DPS di rumah sakit syariah diangkat oleh pemilik berdasarkan 
rekomendasi dari DSN-MUI. Tugas Dewan Syariah salah satunya 
yaitu membuat opini yang tidak bertentangan di MUI. DPS harus 
melewati seleksi dari MUI. Di RS Islam Klaten saat ini sedang dalam 
proses pengajuan untuk menjadi DPS. Terdapat 4 orang yang diajukan 
ke pemilik (yayasan) dan akan dipilih 2 orang yang akan menjadi DPS 
di RS Islam Klaten. Untuk sekarang yang mengawasi seluruh kegiatan 
rumah sakit yang menyangkut mengenai syariah masih berasal dari 
pemilik rumah sakit yaitu Dewan Syariah. Dewan Syariah di RS Islam 
Klaten tidak hanya mengawasi rumah sakit saja tetapi ada gedung-
gedung lain yang diawasi, misal gedung Al-Mablur, ada BPRS (Bank 
Pengkreditan Rakyat Syariah), ada cabang rumah sakit Islam Cawas. 
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Jadi, DPS dari DPS yayasan. Untuk kedepannya akan dipilih DPS dari 
RS Islam Klaten sendiri.   
k. Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa MUI terkait dengan 
masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. 
Tentunya apabila ingin menjadi rumah sakit syariah maka 
harus selalu mengikuti dan memperbarui segala sesuatu yang 
dibutuhkan di rumah sakit merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan 
MUI terkait kedokteran, agar rumah sakit senantiasa selalu 
mengedepankan nilai-nilai keIslamannya. Hal tersebut juga dilakukan 
pihak RS Islam Klaten yang telah merintis untuk menjadi rumah sakit 
syarian dengan mendasarkan segala kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah dibuat MUI melalui sebuah fatwa.  
l. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang 
wajib dilakukan pasien muslim. 
Dalam hal ini RS Islam Klaten telah melakukan kegiatan 
pelatihan fikih karyawan (mandatory training) dengan muatan 
kurikulum keagamaan seperti: 
g) bimbingan salat bagi pasien, bahwa 
setiap dokter/staf/diutamakan perawat untuk membimbing salat 
pasien dengan menandai buku kerohanian pengingat waktu salat. 
Buku ini diberikan kepada pasien dari masuk ke rumah sakit 
sampai pulang. 
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h) doa pre-operasi, bahwa setiap melakukan 
aktivitas tindakan ke pasien dokter/perawat harus mengucapkan 
basmallah dan bila telah selesai mengucap hamdallah. Terlebih 
lagi bila melakukan tindakan operasi maka harus berdoa terlebih 
dahulu yang dipimpin oleh operator. 
i) tayamum, setiap perawat/dokter/staf 
harus mengetahui tata cara tayamum dikerenakan di rumah sakit 
pasti akan ada pasien yang tidak mampu untuk berdiri untuk 
wudlu, atau bahkan tidak boleh terkena air, untuk itu di rumah 
sakit syariah para dokter/perawat/staf wajib tahu mengenai tata 
cara tayamum.  
j) talqin, sudah dijelaskan sebelumnya 
bahwa pendampingan pasien tahap terminal (saat sakaratul maut) 
oleh salah satu staf kerohanian/dokter/perawat. Akan tetapi, dapat 
pula pihak keluarga untuk mendampingi pasien sakaratul maut 
dengan talqin.  
k) hijab pasien, hal ini wajib untuk pasien 
muslim harus mengenakan hijab atau pakaian guna menutup aurat. 
Hijab biasanya diberikan dari pasien masuk sampai pulang. 
Biasanya pasien diberi edukasi terlebih dahulu. Pada saat 
operasipun penggunaan hijab/pakaian menutup aurat juga wajib 
digunakan untuk pasien muslimah maupun pasien muslim. 
Penggunaan hijab/pakaian penutup aurat juga wajib untuk ibu 
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menyusui. Hal tersebut wajib disediakan pihak rumah sakit. Akan 
tetapi penggunaan hijab di RS Islam Klaten, belum sepenuhnya 
dilaksanakan dan dapat diterima oleh pasien, karena ada pasien 
yang keberatan dan ada pasien yang belum ditawari menggunakan 
hijab/pakaian menyusui dikarenakan mungkin pasien sudah 
memakai hijab sendiri.
128
 Adapun hijab untuk diruang operasi yang 
bermakna penutup aurat. Pasien diberi pakaian yang menutupi 
aurat saat diruang operasi baik pasien muslim maupun 
muslimah.
129
 Jadi, ada dua jenis penutup aurat disini yaitu hijab 
yang bermakna kerudung yang digunakan oleh pasien di ruang 
rawat inap dan hijab yang bermakna pakaian penutup aurat untuk 
pasien di ruang operasi. 
l) fikih darah wanita, para 
dokter/perawat/staf dapat membedakan darah yang keluar dari 
tubuh wanita. Jadi, dapat melakukan tindakan secara syariah 
dengan pengetahuan fikih tersebut. 
Di RS Islam Klaten telah mewajibkan seluruh 
staf/karyawan/dokter/perawat mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, pihak 
rumah sakit untuk hal ini tidak hanya melibatkan divisi kerohanian 
saja, akan tetapi seluruh staff/karyawan/dokter/perawat rumah sakit 
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harus terlibat di dalamnya, mengetahui segala sesuatu tentang fikih 
ibadah.
130
   
m. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah 
sakit. 
Bahwa di RS Islam Klaten telah memiliki standar kebersihan dengan 
menerapkan hand hygience (cuci tangan). Ada 6 langkah cuci tangan 
menurut WHO diantaranya:
131
 
1. menuangkan cairan handrub pada telapak tangan lalu usap dan 
gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar, 
2. mengusap dan menggosok bergantian kedua punggung tangan, 
3. menggosok sela-sela jari tangan hingga bersih, 
4. membersihkan ujung jari secara bergantian, posisi saling mengunci, 
5. menggosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian, 
6. meletakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. 
Bedanya kalau di syariah ditambah pengucapan/pelafazan basmallah. 
Di RS Islam Klaten pun hampir setiap memasuki ruangan dan banyak 
terlihat pula cairan antiseptic (handrub) untuk kebersihan tangan.
132
    
5. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, 
Makanan, Minum, Kosmetika, dan Barang Gunaan 
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Dalam rumah sakit syariah ada ketentuan mengenai obat-obatan, 
makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan. Dimana semua 
ketentuan tersebut harus halal dan telah mendapat sertifikat halal dari 
MUI, kecuali dalam kondisi terpaksa/darurat maka penggunaan barang 
khususnya obat wajib sesuai prosedur informed consent. Begitu pula di RS 
Islam Klaten, obat sudah ada menggunakan yang halal dan ada sertifikat 
halalnya, akan tetapi dulu masih ada satu obat yang ada unsur haramnya 
seperti obat jantung. Namun, saat ini penggunaan obat sudah aman dan 
sesuai syariah.
133
 Dalam resep, plastik pembungkus obat pun diberikan 
dokumen pendukung yang memuat pesan-pesan Islami. Di RS Islam 
Klaten plastik wadah obat tercantum ayat Al-Qur‟an yaitu Surah Asy-
Syu‟ara‟ ayat 80 yang artinya “dan apabila aku sakit, dialah yang 
menyembuhkanku”, disamping itu petugas saat memberikan obat ke 
pasien juga menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan bila memberikan 
obat harus mengucapkan basmallah dan diakhiri hamdallah. 
134
 
Mengenai makanan, bahwa di RS Islam Klaten makanan yang 
diberikan kepada pasien diolah sendiri oleh pihak rumah sakit dengan 
memenuhi unsur halal, higienis, dan aman. Adapun bahan-bahan makanan 
dipilah satu persatu dan dilaporkan ke MUI untuk dites kehalalannya, 
untuk RS Islam Klaten sudah memenuhi unsur halal. Untuk bahan 
makanan kritis seperti daging, RS Islam Klaten bekerjasama dengan 
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rekanan (pihak ke 2) yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI di cara 
penyembelihannya. 
Mengenai minuman, hal ini berkaitan dengan sumber air yang 
digunakan di RS Islam Klaten, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa sumber air berasal dari air tanah dan ada cadangan air berasal dari 
PDAM. Untuk air bersih ini sudah melalui uji laboratorium dengan 
kategori tidak ada rasa, tidak berwarna, dan tidak bau. 
135
 
6. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan, 
dan Pengembangan Dana Rumah Sakit 
Untuk ketentuan selanjutnya mengenai penggunaan jasa lembaga 
keuangan syariah, pengelolaan aset, dan pengelolaan ZIS (ZIS) di rumah 
sakit syariah, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di RS Islam 
Klaten, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank 
Mandiri Syariah, Bank Jateng Syariah, dan Bank Muamalat. Adapun bank 
konvensional yang digunakan seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BPD 
konvensional. untuk bank yang konvensional masih digunakan untuk 
kegiatan operasional dimana bunga bank akan dimasukkan ke rekening 
dana kebajikan (dana sosial).
136
 Asuransi yang digunakan yaitu masih 
BPJS Ketenagakerjaan karena itu wajib dari pemerintah. Untuk asuransi 
dari pasien memang pihak rumah sakit dapat mentolerir karena memang 
pasien yang datang banyak dan bila memakai asuransi kesehatan yang 
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konvensional rumah sakit pun melayani, biasanya banyak pasien yang 
memakai BPJS Kesehatan.
137
   
Untuk pengelolaan aset sudah diusahakan dengan mengutamakan 
prinsip-prinsip syariah dengan menghindari gharar, riba, maisir, dan 
riywah. Tentunya pengelolaan akuntansi sesuai peraturan yang ada 
menggunakan PSAK sesuai syariah. Selanjutnya, mengenai pengelolaan 
ZIS (zakat, infak, dan sedekah) RS Islam Klaten memiliki UPZ (Unit 
Pengumpul Zakat) dibawah BAZNAS Klaten. Seluruh staf/dokter/perawat 
melakukan pembayaran ZIS dengan memotong gaji karyawan sebesar 
2,5% secara langsung.
138
Adapun dana ZIS juga digunakan untuk kegiatan 
sosial seperti membantu pasien yang kurang mampu, beasiswa, dan 
kegiatan sosial lainnya.
139
  
C. Kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI No 
107 tahun 2016 dengan Implementasinya di RS Islam Klaten 
Bahwa terdapat indikator-indikator rumah sakit syariah yaitu 
indikator minimal dan indikator wajib rumah sakit syariah. Untuk itu, dibahas 
mengenai kesesuaian antara fatwa DSN-MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
dengan implementasinya di RS Islam Klaten. Berikut merupakan kesesuaian 
antara fatwa rumah sakit syariah dengan implementasi yang ada di RS Islam 
Klaten: 
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No Indikator RS Syariah 
Fatwa No 
107 DSN-
MUI 
RS Islam 
Klaten 
Kesesuai
an 
1. Rumah sakit menetapkan 
Standar Prosedur Operasional 
Penerimaan bimbingan dan 
Pemulangan Pasien 
ada ada sesuai 
2. Rumah sakit melengkapi 
standar transportasi dengan 
media audio atau video Islami 
ada ada sesuai 
3. Rumah sakit menetapkan 
asesmen spiritual bagi pasien 
untuk mendapatkan data 
keagamaan pasien 
ada ada sesuai 
4. Rumah sakit menetapkan 
kebijakan dan prosedur 
terhadap Pelayanan Pasien 
Risiko Tinggi dan tahap 
terminal 
ada ada sesuai 
5. Rumah sakit menjaga 
kehalalan, higienitas, 
keamanan makanan, dan 
terapi nutrisi yang diberikan 
kepada pasien 
ada ada sesuai 
6. Rumah sakit menjamin 
adanya upaya untuk menjaga 
aurat pasien, pelayanan sesuai 
jenis kelamin dan memelihara 
unsur ikhtilath 
ada ada sesuai 
7. Rumah sakit menjamin upaya 
pelayanan anestesi dan bedah 
sesuai syariah 
ada ada sesuai 
8. Rumah sakit menyediakan 
upaya pelayanan 
penatalaksanaan ruqyah 
ada ada sesuai 
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syariah 
9. Rumah sakit mengupayakan 
formularium obat tiding 
mengandung unsur barang 
yang diharamkan 
ada ada sesuai 
10. Rumah sakit melengkapi 
dokumen pendukung dalam 
pemberian obat kepada pasien 
dengan memuat nilai-nilai 
Islam 
ada ada sesuai 
11. Petugas rumah sakit 
memebrikan obat kepada 
pasien disertai penyampaian 
pesan-pesan agama 
ada ada sesuai 
12. Rumah sakit memberikan 
bimbingan kerohanian kepada 
pasien  
ada ada sesuai 
13. Rumah sakit memebrikan 
pelayanan pendampingan 
pasien yang mempunyai 
permintaan khusus 
ada ada sesuai 
14. rumah sakit memberikan 
pelayanan pada akhir 
kehidupan 
ada ada sesuai 
15. Rumah sakit memberikan 
pendidikan ke-Islaman 
kepada pasien dan keluarga 
mengenai proses 
penyembuhan penyakit 
ada ada sesuai 
16. Rumah sakit memebrikan 
pelayanan jenazah secara 
syariah ada 
ada, namun 
untuk 
pengawetan 
jenazah 
belum ada 
kurang 
sesuai 
17. Rumah sakit memberikan 
pelayanan panatalaksanaan 
nyeri secara syariah 
ada ada sesuai 
18. Regulasi pengelolaan sampah ada ada sesuai 
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sisa jaringan tubuh manusia 
secara syariah  
19. Pengadaan sumber air sesuai 
dengan kaidah syariah 
ada ada sesuai 
20. Rumah sakit melaksanakan 
mandatory training 
keagamaan bagi seluruh staf 
ada ada sesuai 
21. Rumah sakit menyediakan 
perpustakaan yang memuat 
literature Islam 
ada ada sesuai 
22. Penyelesaian keluhan, konflik 
atau perbedaan pendapat 
secara syariah 
ada ada sesuai 
23. Pendidikan dan pelatihan 
membantu pemenuhan 
kesehatan secara Islami yang 
berkelanjutan dari pasien 
ada ada sesuai 
24. Edukasi keIslaman kepada 
pengunjung 
ada ada sesuai 
25. Rumah sakit memberikan 
pelayanan kesehatan ibu dan 
bayi secara syariah 
ada ada sesuai 
26. Rumah sakit memberikan 
pelayanan reproduksi Islami  
ada ada sesuai 
27. Rumah sakit dalam 
pengelolaan kas (cash 
management), pembiayaan, 
dan investasi bekerjasama 
dengan lembaga keuangan 
syariah 
ada 
Ada, namun 
ada beberapa 
bank 
konvensional 
kurang 
sesuai 
28. Rumah sakit memiliki 
kebijakan dan mekanisme 
pengelolaan pasien yang tidak 
mampu membayar 
ada ada sesuai 
29. Rumah sakit menetapkan 
standar operasional untuk 
mengetahui salah perhitungan 
ada ada sesuai 
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billing   
30. Rumah sakit menetapkan 
Standar Prosedur Operasional 
Penerimaan bimbingan dan 
Pemulangan Pasien 
ada ada sesuai 
31. Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) ditetapkan oleh 
pemilik untu mengawasi 
operasional rumah sakit 
ada ada sesuai 
32. Hospital By Laws ysng 
didalamnya memuat aspek 
syariah ditetapka oleh pemilk 
ada ada sesuai 
33. Rumah sakit menetapkan visi 
dan misi yang memuat Islam 
secara eksplisit 
ada ada sesuai 
34. Rumah sakit menetapkan 
komite syariah untuk 
memastikan operasional 
pelayanan di rumah sakit 
sesuai syariah 
ada ada sesuai 
35 Rumah sakit menetapkan 
lembaga ketakmiran masjid 
untuk menjalankan fungsi 
dakwah dan pemakmuran 
masjid/mushala 
ada ada sesuai 
36. Rumah sakit menetapkan 
struktur bidang kerohanian 
dalam struktur organisasi dan 
tata kerja rumah sakit 
ada ada sesuai 
37. Rumah sakit menetapkan 
pedoman tentang kode etik 
rumah sakit syariah 
ada ada sesuai 
38. Rumah sakit 
menyelenggarakan akad 
syariah 
ada ada sesuai 
39. Rumah sakit memiliki tata 
kelola modal insani secara 
syariah dalam rekrutmen, 
ada ada sesuai 
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pengembangan dan 
pengelolaan karir staf 
40. Rumah sakit memiliki tata 
kelola modal insani secara 
syariah dalam penentuan KPI, 
penilaian kinerja, dan sistem 
reward and punishment 
ada ada sesuai 
41. Rumah sakit memiliki acuan 
dalam pelaksanaan kegiatan 
orientasi umum dan khusus 
rumah sakit yang memuat 
nilai-nilai Islam 
ada ada sesuai 
42. Rumah sakit menerapkan 
kode etik dokter rumah sakit 
syariah 
ada ada sesuai 
43. Rumah sakit memiliki tata 
kelola akuntansi dan 
keuangan syariah 
ada ada sesuai 
44. Rumah sakit memiliki tata 
kelola pemasaran sesuai 
syariah 
ada ada sesuai 
45. Rumah sakit dapat 
mempromosikan layanan 
kesehatan kepada masyarakat 
dengan tidak melanggar 
prinsip syariah 
ada ada sesuai 
46. Rumah sakit memperlihatkan 
prinsip syariah dalam 
penyediaan dan pengelolaan 
fasilitas 
ada ada sesuai 
47. Rumah sakit menetapkan 
kebijakan dan pedoman mutu 
yang memuat tentang 
pemeliharaan aqidah, ibadah, 
akhlak, dan muamalah 
ada ada sesuai 
48. Program manajemen risiko 
fasilitas/lingkungan memuat 
pemenuhan dan pengelolaan 
ada ada sesuai 
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fasilitas ibadah 
49. Rumah sakt memiliki 
program pencegahan dan 
pengendalian infeksi 
berdasarkan ilmu 
pengetahuan terkini sesuai 
dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 
dan standar sanitasi serta 
kebersihan sesuai dengan 
syariah 
ada ada sesuai 
50. Rumah sakit menetapkan 
kebijakan tentang pelayanan 
bahwa staf rumah sakit 
memiliki kompetensi dalam 
hal fikih pasien 
ada ada sesuai 
51. Rumah sakit dan/atau staf 
membayar zakat, infaq, dan 
shadaqah (ZIS) 
ada ada sesuai 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap 
pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 tentang pedoman 
penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di RS Islam Klaten, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi fatwa DSN MUI No. No.107 tahun 2016 tentang pedoman 
penyelenggaraan rumah sakit di RS Islam Klaten, berdasarkan prinsip 
syariah terdapat 4 ketentuan yang telah tercantum dalam fatwa yaitu: 
a. ketentuan akad: bahwa akad-akad yang digunakan dalam operasional 
di RS Islam Klaten menggunakan ketentuan akad berdasarkan akad-
akad yang telah dikeluarkan DSN MUI seperti akad ija>rah, akad 
ija>rah muntahiyah bi> al-tamlik, akad ba‟i, akad mudha>rabah, 
akad musya>rakah muntanaqisah, dan akad waka>lah bi al-ujrah. 
b. ketentuan terkait pelayanan: bahwa pelayanan yang diberikan yaitu 
hak dan kewajiban pasien; pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; 
pelayanan untuk pasien kurang mampu; pelayanan yang transparan dan 
berkualitas; perhitunggan biaya pasien dengan sistem; pelayanan 
kerohanian/keagamaan (lembaga ketakmiran masjid, pelayanan 
pemulasaran jenazah, dan belum terdapat pelayanan pengawetan 
jenazah karena membutuhkan investasi yang besar); pelayanan fasilitas 
untuk pasien; pelayanan dengan mewujudkan akhlak karimah; 
pemasaran produk yang tidak bertentangan dengan syariah; memiliki 
118 
 
118 
 
DPS; menggunakan fatwa-fatwa terkait kedokteran; telah mengikuti 
pelatihan fikih karyawan (dengan kurikulum keagamaan seperti 
bimbingan salat pasien, doa pre-operasi, tayamum, talqin, hijab pasien, 
dan fikih darah wanita); dan memiliki standar kebersihan syariah.     
c. ketentuan penggunaan obat, makanan, minuman, kosmetika, dan 
barang gunaan: bahwa obat-obatan yang digunakan di RS Islam Klaten 
sudah halal dan telah mendapat sertifikat halal dari MUI; pemberian 
obat oleh perawat juga disertai bacaan basmallah dan diakhiri 
hamdallah; plastik obat tercantum kutipan QS. Asy-Syu‟ara‟ ayat 80; 
makanan sudah bersertifikat halal dari MUI; dan minuman dengan 
sumber air yang teruji laboratorium. 
d. ketentuan penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah 
sakit: bahwa kerjasama RS Islam Klaten dengan lembaga keuangan 
syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Jateng Syariah, dan Bank 
Muamalat, namun ada lembaga keuangan konvensional yaitu BRI, 
BNI, Mandiri, dan BPD Konvensional; asuransi yang digunakan yaitu 
BPJS Ketenagakerjaan; pengelolaan akuntansi dan keuangan 
berdasarkan PSAK; dan pengelolaan ZIS terdapat UPZ dibawah 
BAZNAS Klaten untuk kegiatan sosial.  
Selain itu, pelaksanaan rumah sakit syariah di RS Islam Klaten masih 
ada pasien yang keberatan dengan peraturan syariah yang ada seperti 
penggunaan pakaian penutup aurat untuk ibu menyusui dan juga 
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membutuhkan waktu yang tidak singkat pula bila syariah ingin dijalankan 
semuanya. 
2. Kesesuaian antara fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
dengan implementasinya di RS Islam Klaten, bahwa terdapat 51 poin 
indikator rumah sakit syariah yang meliputi pelayanan, manajemen, dan 
produk di rumah sakit syariah. Untuk 49 poin indikator rumah sakit 
syariah sudah sesuai dengan implementasinya di RS Islam Klaten, akan 
tetapi terdapat 2 poin indikator rumah sakit syariah yang kurang sesuai 
dengan implementasinya di RS Islam Klaten yaitu dalam pengelolaan 
lembaga keuangan syariah karena masih ada lembaga keuangan 
konvensional (poin nomor 27) dan pelayanan jenazah karena belum ada 
pelayanan pengawetan jenazah (poin nomor 16). 
 
B. Saran 
Di akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang 
mungkin berguna di RS Islam Klaten ataupun pembaca dari tulisan ini, antara 
lain: 
1. Untuk kebijakan atau pelayanan di rumah sakit yang mana untuk limbah 
sisa jaringan tubuh manusia, seharusnya dimakamkan sesuai dengan 
standar Islami pemakaman jenazah. Untuk itu RS Islam Klaten sendiri 
yang harusnya memiliki tempat untuk memakamkan sisa jaringan tubuh 
manusia, mengingat manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. 
120 
 
120 
 
Semoga RS Islam Klaten terus memberikan pelayanan yang maksimal 
terhadap pasiennya. 
2. Untuk rumah sakit-rumah sakit yang akan merintis atau membangun 
rumah sakit syariah sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 
harus benar-benar melaksanakan standar atau ketentuan yang ada 
sebagaimana mestinya. Semua harus dijalankan agar ibadah kita juga lebih 
maksimal kepada Allah SWT.  
3. Saat ini banyak sekali prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam 
kegiatan/aktivitas dalam lini kehidupan masyarakat. Seperti perbankan, 
hotel, pariwisata, dan bahkan sekarang rumah sakit bernuansa syariah. 
Dalam semua itu terdapat para pekerja/karyawan/staf demi terlaksananya 
operasional kegiatan di perusahaan atau isntansi-instansi. Pemerintahpun 
mewajibkan setiap perusahaan harus memiliki asuransi bagi karyawan/staf 
mereka salah satunya ada BPJS Ketenagakerjaan yang notabennya masih 
konvensional. Untuk itu, bagi pemerintah untuk menyediakan alternative 
lain yang lebih syariah guna asuransi bagi karyawan/staf mengingat 
sekarang ini banyak prinsip syariah diterapkan dalam perusahaan atau 
instansi-instansi seperti rumah sakit. 
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LAMPIRAN 4 
 
Wawancara dengan Bapak Istiyarjoko 
Selaku Kepala Diklat RS Islam Klaten 
 
Wawancara dengan dr. Hajar Selaku 
Kepala Divisi SDM RS Islam Klaten 
  
 
 
Wawancara dengan Mirawati Selaku 
Pasien di RS Islam Klaten 
 
 
Wawancara dengan Bapak Mukhlis 
Zuhdy Selaku Ketua Komite Syariah RS 
Islam Klaten 
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LAMPIRAN 3 
Daftar Narasumber  
 
No Nama Jabatan Tempat Tanggal 
1.  Wahyu Budi 
Jatmiko 
Bagian Diklat Ruang SDM 
RS Islam 
Klaten 
24 April 2018 dan 
13 Desember 2018 
2.  Istiyarjoko Kepala Bagian 
Diklat 
Ruang SDM 
RS Islam 
Klaten 
20 Oktober 2018 
3.  dr. Hajar Kepala Divisi 
SDM 
Ruang SDM 
RS Islam 
Klaten 
28 November 
2018 
4.  Mukhlis Zuhdy Ketua Komite 
Syariah 
Ruang Komite 
Syariah RS 
Islam Klaten 
3 Desember 2018 
5.  Mirawati  Pasien Ruang Rawat 
Inap RS Islam 
Klaten 
22 Oktober 2018 
6.  Galib Pasien Pasien Rawat 
Jalan 
5 Desember 2018 
7.  Dwi Rahma Pasien Pasien Rawat 
Jalan 
9 Desember 2018 
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LAMPIRAN 2 
Daftar Pertanyaan dengan Pasien 
1. Bagaimana pelayanan yang diberikan RS Islam Klaten? 
2. Bagaimana sikap para perawat yang ada di RS Islam Klaten? 
3. Bagaimana perasaan anda saat ada pelayanan bernuansa Islami? 
4. Apakah anda dikenakan hijab saat di RS Islam Klaten? 
 
Daftar Pertanyaan dengan Bapak Istiyarjoko 
1. Apakah RS Islam Klaten sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam 
pelayanan dan manajemen? 
2. Bagaimana penerapan pelayanan dan manajemen Islami di RS Islam Klaten? 
3. Apakah RS Islam Klaten dalam melaksanakan perjanjian/akad dengan pihak 
lain sudah berdasarkan akad-akad syariah? 
4. Apakah RS Islam Klaten memiliki DPS?  
5. Bagaimana penggunaan obat-obatan di RS Islam Klaten? 
6. Bagaimana tugas dari divisi kerohanian di RS Islam Klaten? 
7. Bagaimana pengelolaan zakat di RS Islam Klaten? 
 
Daftar Pertanyaan dengan Bapak Wahyu Budi Jatmiko 
1. Apakah di RS Islam Klaten mengetahui mengenai rumah sakit syariah? 
2. Bagaimana upaya RS Islam Klaten terhadap rumah sakit syariah dan adanya 
sertifikat syariah? 
3. Apa saja bank-bank/ lembaga keuangan yang digunakan dalam operasional di 
RS Islam Klaten? 
 
Daftar Pertanyaan dengan Bapak Mukhlis Zuhdy 
1. Seperti apa DPS di RS Islam Klaten? 
2. Bagaimana konsep hospital by laws di RS Islam Klaten? 
3. Apa latar belakang visi dan misi di RS Islam Klaten? 
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4. Seperti apa komite syariah di RS Islam Klaten? 
5. Bagaimana pengelolaan takmir masjid di RS Islam Klaten? 
6. Bagaimana pengelolaan bidang kerohanian di RS Islam Klaten? 
7. Seperti apa etika rumah sakit? 
8. Bagaimana pengeolaan akad-akad di RS Islam Klaten? 
9. Bagimana pengelolaan rekrutmen, pengembangan, dan pengelolaan karir? 
10. Bagaimana cara RS Islam Klaten menilai dan memberikan reward  pekerja? 
11. Seperti apa kegiatan orientasi umum dan khusus di RS Islam Klaten? 
12. Seperti apa etika dokter rumah sakit? 
13. Bagaimana tata kelola akuntansi dan keuangan syariah di RS Islam Klaten? 
14. Bagaimana tata kelola pemasaran syariah di RS Islam Klaten? 
15. Bagaimana pengelolaan fasilitas di RS Islam Klaten? 
16. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan mutu di RS Islam Klaten? 
17. Bagaimana alur pasien di RS Islam Klaten? 
18. Bagaimana kondisi ambulan di RS Islam Klaten? 
19. Seperti apa pelayanan pasien tahap tinggi dan tahap terminal? 
20. Apakah gizi di RS Islam Klaten sudah mendapat sertifikat halal dari MUI? 
21. Seperti apa pelayanan pasien muslim di RS Islam Klaten? 
22. Bagaimana pelayanan bedah dan anastesi di RS Islam Klaten? 
23. Bagaimana pelayanan panatalaksanaan ruqyah syar‟iyah? 
24. Seperti apa formularium obat di RS Islam Klaten? 
25. Seperti apa pelayanan pasien dengan permintaan khusus? 
26. Seperti apa program pencegahan infeksi di RS Islam Klaten? 
27. Bagaimana pelaksanaan mandatory training di RS Islam Klaten? 
28. Bagaimana pelayanan untuk ibu hamil dan bayi serta pelayanan reproduksi 
Islami? 
29. Bagaimana pengelolaan ZIS di RS Islam Klaten? 
30. Bagaimana pengelolaan kas, LKS, dan pembiayaan di RS Islam Klaten? 
31. Bagaimana mekanisme dan kebijakan untuk pasien tidak mampu bayar di RS 
Islam Klaten? 
32. Bagaimana standar perhitungan billing di RS Islam Klaten? 
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Daftar Pertanyaan dengan dr. Hajar 
1. Seperti apa DPS di RS Islam Klaten? 
2. Apa saja LKS yang bekerja sama dengan RS Islam Klaten? 
3. Bagaimana pelaksanaan akad-akad di RS Islam Klaten? 
4. Apakah pelayanan untuk hijab pasien sudah dilaksanakan? 
5. Bagaimana konsep hospital by laws di RS Islam Klaten? 
6. Bagaimana pelaksanaan pelayanan syariah di RS Islam Klaten? 
7. Apakah obat-obat yang digunakan sudah bersertifikat halal? 
8. Apakah seluruh karyawan di RS Islam Klaten sudah mengikuti mandatory 
training? 
9. Untuk penilaian mutu di RS Islam Klaten di bagian apa? 
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